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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang 

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian 

kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam 

rangka pelaksanaan APBD. 

 

Akuntabilitas sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dimandatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Penelitian Pengembangan (BAPPEDA & LITBANG) Provinsi Kalimantan Utara dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Wujud 

pertanggungjawaban tersebut di dokumentasikan dalam Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) secara periodik. Hal penting yang diperlukan dalam  

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja. 
 

Kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses 

penyusunan dan penyelesaian laporan ini baik itu berupa tenaga, pikiran dan 

upaya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga LKjIP 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini dapat terus memberikan manfaat dan 

kontribusi secara optimal bagi peningkatan kinerja instansi diwaktu yang akan 

datang. 
  

    

Tanjung Selor,  05 Maret 2025 

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara, 

 

 

 

Bertius, S.Hut 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19720206 199301 1 001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini 

menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus 

meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. 

LKjIP BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini 

merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi 

pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi 

pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik 

dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyampaian LKjIP Tahun 2024 pada dasarnya menggambarkan Kinerja 

BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara secara utuh selama Tahun 2024, 

berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan 

pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program 

(intermediate outcome), kegiatan (immediate outcome), dan subkegiatan (output). 

Rumusan sasaran, program dan kegiatan Tahun 2024 yang tertuang dalam 

dokumen Renstra, IKU, Renja, RKT, PK dan DPA, Bappeda dan Litbang Provinsi 

Kalimantan Utara adalah berikut: 
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A. Sasaran pertama adalah: Meningkatnya Kualitas Dokumen Rencana dan 

Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja, 

Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan 

dan Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan, maka 

dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 33 (tiga puluh 

tiga) sub kegiatan  yaitu sebagai berikut: 

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 

- Pelaksanaan Konsultasi Publik; 

- Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD; 

- Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; 

- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi; 

b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan SKPD; 

- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi; 

c) Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi; 

- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah; 

- Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota; 
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2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia; 

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD); 

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; 

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; 

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; 

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD); 

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; 

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia; 

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; 

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 

Alam) 

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD); 

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 
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- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; 

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; 

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD); 

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA; 

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; 

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang SDA; 

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD); 

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; 

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; 

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; 

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; 

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; 
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- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan; 

B. Sasaran kedua adalah: Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan 

dengan indikator kinerja Persentase inovasi daerah yang  telah 

diimplementasikan  dan Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan 

dalam  mendukung kebijakan daerah maka dilaksanakan melalui 1 (satu) 

program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut: 

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pengkajian Peraturan 

- Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru 

dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan 

b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 

c) Pengembangan Inovasi dan Teknologi    

- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 

- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 

 

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan 

dalam rangka mencapai target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, Bappeda dan 

Litbang Provinsi Kalimantan Utara  memperoleh input sebagai berikut: 

1. Anggaran bappeda dan litbang pada tahun 2024 sebesar Rp.33.327.940.092-, 

dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.32.685.600.092,00.- Belanja Pegawai 

sebesar Rp.8.871.246.062,00.- Belanja Barang dan Jasa sebesar 

Rp.23.814.354.030.- dan Belanja Modal sebesar Rp. 642.340.000,00. Dengan total 

Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 26.450.155.371,00,- (79,36%). 
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2. Sumber daya aparatur sejumlah 50 orang PNS. Dari jumlah 50 orang tersebut 

terdiri dari 5 orang pejabat struktural, 10 Pejabat Fungsional dan pelaksana 

sebanyak 34 orang sedangkan tenaga kontrak berjumlah 34 orang dengan 

berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Jumlah PNS berdasarkan 

tingkat pendidikan S2 10 (Sepuluh) orang, S1 33 (tiga Puluh Tujuh) orang, D3 5 

(Lima) orang dan SLTA 2 (Dua) orang.  

3. Sejumlah sarana dan prasarana kantor. 

Dengan keterbatasan Sumber daya yang ada, prinsip efisiensi, efektifitas dan 

ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap dikedepankan, dari 

analisis laporan keuangan dan kegiatan, Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan 

Utara pada tahun 2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui 

program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya kurang maksimal.   

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yang dihadapi diantaranya 

ketersediaan sumber daya manusia yang sangat terbatas baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas, khususnya tenaga perencana yang bersertifikasi, dimana 

sampai akhir tahun 2024 Pejabat Perencana yang bersertifikat belum terpenuhi 

serta masih terbatasnya sarana prasarana perkantoran. 

Dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerjasama 

tim, permasalahan-permasalahan tersebut tetap dapat diatasi meskipun masih 

terdapat kekurangan-kekurangan yang tentunya sangat membutuhkan 

penyempurnaan sebagai langkah perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi kedepan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitasn 

aparatur perencana serta peningkatan jumlah personil, melalui rekrutmen 

pegawai baru. 

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh 

kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner.  Dalam 

rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 
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yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. 

Namun hingga saat ini, SDM perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara masih belum bisa dikatakan ideal. 

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang 

berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi 

pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal 

untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap 

perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga 

tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. Selain itu, tantangan   pengembangan pelayanan Bappeda dan Litbang 

ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan 

tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses 

perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi 

kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat 

dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi 

instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di 

tahun yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi 

negara Republik Indonesia bahwa setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat 

maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan 

yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang 

dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, 

yang juga menjadi komponen dari prinsip "good governance" sebagai persyaratan 

bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan ketercapaian tujuan organisasi. Laporan 

ini juga menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada 

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. 

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang 

dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat 
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kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam 

perspektif yang lebih luas maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban 

kepada publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi 

Kalimantan Utara menyusun LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP juga mengacu pada 

dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dalam APBD Tahun 2024.  

Dalam rangka menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, 

efisien dan tepat sasaran, BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara, sebagai 

entitas utama pelaksanaan perencanaan di Provinsi Kalimantan Utara harus mampu 

menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. 

Sehubungan hal tersebut, BAPPEDA DAN LITBANG Provinsi Kalimantan Utara berupaya 

untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta 

pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya 

adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

1.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKjIP BAPPEDA DAN LITBANG 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini adalah: 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;  

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 
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yang dimuthahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi 

pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah; 

13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan;  

14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021-2026; 

15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

16) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026; 

17) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Provinsi Kalimantan 

Utara;  

18) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

19) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. 
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1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Kalimantan 

Utara, tugas pokok dari Bappeda dan Litbang adalah membantu Gubernur dalam 

melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan dan bidang 

penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan 

yang diberikan kepada daerah.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan 

Utara memiliki fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik 

daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah;  

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 

bidang ekonomi;  

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 

bidang pengembangan sumber daya manusia;  

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 

bidang sosial budaya;  

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 

bidang prasarana dan pengembangan wilayah;  

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 

bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan 

pembangunan;  

g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;  

h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan  

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  
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Dalam rangka optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda dan 

Litbang Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara 

Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah 

dilengkapi dengan susunan organisasi dalam rangka pembagian tugas dan tanggung 

jawab, koordinasi dan integrasi, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya dan 

pengembilan Keputusan. Adapun  susunan organisasi Bappeda dan Litbang Provinsi 

Kalimantan Utara sebagai berikut: 

a. Kepala Badan  

b. Sekertaris, yang membawahi: 

1. Subbagian keuangan; dan 

2. Subbagian umum dan kepegawaian. 

c. Kepala Bidang prasarana dan pengembangan wilayah terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; 

d. Kepala Bidang pengkajian perencanaan daerah dan pengendalian pembangunan 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 

e. Kepala Bidang perekonomian dan sumberdaya alam terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; 

f. Kepala Bidang sosial, budaya dan pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

g. Kepala Bidang penelitian dan pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 

 

 

 

 

 

BAB I 
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Gambar 1.1.  
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

Sumber : Pergub Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2023  

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda dan Litbang Provinsi 

Kalimantan Utara, didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi 

pegawai Bappeda dan Litbang berdasarkan jenjang pendidikan dalam melaksanakan 

layanan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1.  

Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dan Litbang  Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2024 

Sumber : Bappeda & Litbang Prov Kaltara, data di olah 

 

No Jabatan SMA/ SMK D III DIV/ S1 S2 Jumlah 

1. Esselon II     - 

2. Esselon III   2 2 4 

3. Esselon IV   1  1 

4. Fungsional 

Teknis 

  8 2 10 

5. ASN Pelaksana 2 5 22 5 34 

Total 2 5 33 9 49 
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1.4. Mandat dan Peran Strategis 

Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan 

Perencanaan pembangunan Daerah  menghasilkan dokumen rencana pembangunan 

jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Kemudian dalam Pasal 260 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya 

menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Sehingga Rencana pembangunan daerah harus 

dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan 

pembangunan nasional baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan oleh 

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. 

Kemudian  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang  Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 

78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah 

membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang riset dan inovasi daerah. perangkat daerah tersebut memiliki tugas 

melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, penelitian, 

pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi didaerah secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta 

jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi didaerah sebagai landasan dalam 

perencanaan  Pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang  berpedoman 

pada nilai Pancasila. 

Dalam level operasional kebijakan tersebut pada Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara telah di implementasikan melalui  Peraturan Gubernur Kalimantan 

Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara 

Nomor 18 Tahun 2022 tentang  Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menyebutkan bahwa Badan 

Perencanaan Pembangunan daerah dan Penelitian pengembangan (Bappeda dan 
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Litbang) adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah di bidang 

perencanaan, pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan. 

 

1.5. Permasalahan (Isu Strategis) 

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah 

maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi 

pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi 

akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu 

strategis. Berdasarkan hal tersebut isu strategis Tahun 2024 menjadi kondisi yang 

sangat penting diperhatikan dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2024. 

Untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.  

Sebagaimana esensi dari tugas Bappeda dan Litbang, yaitu mengharuskan 

seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan 

pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan 

prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda 

dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan pada hal-hal serupa dalam 

pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal. 

Bappeda dan Litbang dihadapkan kepada tantangan pelaksanaan urusan 

perencanaan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong pencapaian indikator-indikator 

kinerja daerah, sinkronisasi data-data pembangunan, modernisasi dan digitalisasi 

mekanisme perencanaan pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, 

transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur dan penciptaan iklim kerja 

yang kondusif melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung. 
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Selain tantangan diatas, terdapat beberapa isu penting berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yaitu: 

1. Kurang optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 

- Keselarasan perencanaan pembangunan 

- Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

- Ketersediaan sumber daya aparatur dalam bidang perencanaan 

pembangunan. 

2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Belum dijadikan Bahan Pertimbangan 

Kebijakan Perencanaan Berikutnya 

- Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi 

- Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan dan 

pengendalian pembangunan 

3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan 

- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan 

non formal 

- Peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

Berdasarkan hal tersebut Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 

merumuskan program prioritas perencanaan yang merujuk pada Rencana Strategis 

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Rumusan 

perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya 

memuat kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang terukur, mulai dari 

Indikator Kinerja Kepala Bappeda dan Litbang sampai dengan Indikator Kinerja Individu 

yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan 

Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

tentang APBD Provinsi Kalimantan Utara. 
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1.6. Sistematika Penyajian Laporan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah, dengan penekanan kepada 

aspek strategis Perangkat Daerah serta permas-alahan utama (strategic issued) yang 

sedang dihadapi Perangkat Daerah. Dengan point – point ; 

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

2. Mandat dan Peran Strategi 

3. Sistematika Laporan 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja eselon II tahun yang 

bersangkutan. Dengan point – point ; 

a. Rencana Strategis 

b. Prioritas Daerah 

c. Perjanjian Kinerja 

d. Rencana Kerja dan Anggaran 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada sub bab ini disajikan capaian kinerja 

Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat 

Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja 

sebagai berikut:   

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;   

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

Perangkat Daerah; 
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4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);   

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;   

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;  

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja).   

 

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja eselon II. Dengan point-point : 

❖ Pengukuran Kinerja 

❖ Analisis Capaian Kinerja 

❖ Capaian Kinerja Lain 

❖ Realisasi Anggaran 

BAB IV  PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Perangkat Daerah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

LAMPIRAN 

❖ Perjanjian Kinerja 

❖ Realisasi Anggaran 

❖ Foto Penghargaan yang diraih/diperoleh perangkat daerah (Jika Ada) 

❖ Lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis 

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, 

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan 

suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya 

Penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Periode 

Tahun 2021-2026 mengalami perubahan RPJMD dan Renstra berdasarkan hasil 

evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021-2022 dan terbitnya Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi 

dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah, dan terkait target kinerja sasaran, program dan 

kegiatan pendukung sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.  

 

2.1.1. Tujuan dan  Sasaran 

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis 

sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda 

selama kurun waktu lima tahun  ke  depan  berdasarkan tugas  pokok  dan  fungsinya. 

Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan 

Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. 

Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di 
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masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun 

guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. 

Adapun tujuan yang tertuang dalam Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah  

“Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah” 

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 

berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian 

hasil (outcome) program Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan diatas maka 

dirumuskan sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-

2026 sebagai berikut : 

1) Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan 

pembangunan daerah; 

2) Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan. 

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran berikut indikator yang ingin dicapai dapat 

dijelaskan dalam tabel  sebagai berikut: 

Tabel 2.1.  

Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara 

Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 

SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatnya kualitas 

dokumen rencana dan 

implementasi 

perencanaan 

pembangunan daerah 

Persentase Konsistensi Program 

RPJMD kedalam RKPD tahun 

berkenaan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase capaian program dalam 

RKPD tahun berkenaan 
95% 95% 80% 85% 90% 

Meningkatnya fungsi 

penyelenggaraan 

kelitbangan 

Persentase inovasi daerah yang  telah 

diimplementasikan 
80% 85% 85% 90% 95% 

Persentase hasil kajian (penelitian) 

yang digunakan dalam  mendukung 

kebijakan daerah 

80% 85% 85% 90% 95% 

Sumber : Perubahan Renstra 2021-2026 
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2.1.2. Strategi dan Kebijakan 

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program- 

program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian 

pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan 

terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan 

permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah 

daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat incremental 

(terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu 

dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan 

serangkaian kebijakan yang tepat.   

Berikut Penjabaran strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing 

sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dijelaskan sebagai 

berikut:  

1) Meningkatkan dokumen perencanaan yang berkualitas. 

2) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah. 

3) Meningkatkan kualitas inovasi daerah. 

4) Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pengembangan inovasi daerah. 

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Bappeda dan 

Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan berlandaskan analisa dan kajian 

pembangunan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti 

kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun 

bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, 

dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-

faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Bappeda Provinsi Kalimantan 

Utara yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran 

pembangunan daerah adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.2.  

Sasaran, Strategi dan Kebijakan  Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara 

Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

perencanaan dan 

implementasi 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Meningkatkan konsistensi 

dokumen perencanaan 

pembangunan daerah 

Meningkatkan kualitas verifikasi 

dokumen perencanaan PD 

Meningkatkan ketersediaan dan 

keakuratan data perencanaan 

Meningkatkan pengendalian dan 

evaluasi program pembangunan 

daerah 

Meningkatkan kualitas monitoring dan 

evaluasi program pembangunan 

Meningkatnya 

kualitas  

penyelenggaraan 

kelitbangan 

Meningkatkan kualitas inovasi 

daerah 

Meningkatkan kualitas pembinaan dan 

pengembangan inovasi daerah 

Meningkatkan kualitas penelitian 

dan pengembangan  

Meningkatkan jumlah pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan 

Sumber : Perubahan Renstra 2021-2026 

2.1.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2024 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan 

Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, terdapat 4 

Program, 16 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan yang rencanakan dan dilaksanakan oleh 

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 dengan nomenklatur 

sebagai berikut,  

Tabel 2.3.  

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

No. Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan 

1. Meningkatnya 

kualitas dokumen 

rencana dan 

implementasi 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Program 

Perencanaan 

Pengendalian, Dan 

Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah 

Penyusunan 

Perencanaan dan 

Pendanaan 

1. Koordinasi Penelaahan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 

2. Pelaksanaan Konsultasi Publik 

3. Koordinasi Pelaksanaan Forum 

Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 

Daerah 

4. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 

5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi 
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No. Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Analisis Data dan 

Informasi 

Pemerintahan 

Daerah Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah 

2. Penyusunan Profil Pembangunan 

Daerah Provinsi 

Pengendalian, 

Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan 

dan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah di Provinsi 

2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 

Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah 

3. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program 

Koordinasi Dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Koordinasi 

Perencanaan Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Manusia 

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD) 

2. Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Pemerintahan 

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Pemerintahan 

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan 

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

6. Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia 

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 
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No. Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Koordinasi 

Perencanaan Bidang 

Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya 

Alam) 

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD) 

2. Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Perekonomian 

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Perekonomian 

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian 

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

6. Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang SDA 

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang SDA 

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang SDA 

Koordinasi 

Perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD) 

2. Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur 

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Infrastruktur 

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur 

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 
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No. Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD) 

6. Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Kewilayahan 

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Kewilayahan 

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan 

2. Meningkatnya fungsi 

penyelenggaraan 

kelitbangan 

Program Penelitian 

Dan 

Pengembangan 

Daerah 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan 

Perumusan Rekomendasi atas Rencana 

Penetapan Peraturan Baru dan/atau 

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan 

1. Penelitian dan Pengembangan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

2. Penelitian dan Pengembangan 

Perindustrian dan Perdagangan 

Pengembangan 

Inovasi dan 

Teknologi 

1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan 

Metode Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang Bersifat 

Inovatif 

2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 

Kelitbangan 

 

 

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berdasarkan 

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, bahwa tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja 

adalah  

a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 

b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 
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c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 

Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara disusun 

dengan memperhatikan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang 

Tahun 2021-2026, Dokumen Renja dan Perubahan Renja Tahun 2024 dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2024, serta Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJiP) Bappeda dan Litbang tahun 2023.  

Adapun Perjanjian Kinerja  Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut,. 

Tabel 2.4.  

Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2024 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. 

Meningkatnya kualitas dokumen 

rencana dan implementasi 

perencanaan pembangunan daerah 

Persentase Konsistensi Program RPJMD 

kedalam RKPD tahun berkenaan 
100% 

Persentase capaian program dalam RKPD 

tahun berkenaan 
80% 

2. 
Meningkatnya fungsi 

penyelenggaraan kelitbangan 

Persentase inovasi daerah yang telah 

diimplementasikan 
85% 

Persentase hasil kajian (penelitian) yang 

digunakan dalam mendukung kebijakan 

daerah 

85% 
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2.3 Rencana Kerja dan Anggaran 

Berdasarkan penetapan  indikator kinerja utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja  

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, yang bersumber dari 

Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026, 

Renja dan Perubahan Renja 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

DPPA Tahun 2024 harus diidentifikasi dan dirumuskan program kegiatan yang 

berkontribusi terhadap pelaksanaan kinerja. 

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi Bappeda dan Litbang pada tahun 2024 berasal dari APBD Provinsi Kalimantan 

Utara sebesar Rp.33.327.940.092-, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 

32.685.600.092,00.- Belanja Pegawai sebesar Rp.8.871.246.062,00.- Belanja Barang dan 

Jasa sebesar Rp.23.814.354.030.- dan Belanja Modal sebesar Rp. 642.340.000,00.  

Dukungan program yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dalam pelaksanaan kinerja adalah 4 (empat) 

Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.327.940.092., dengan nomenklatur 

program  sebagai berikut ; 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran 

Rp.17.853.104.619,- 

2. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 

anggaran Rp. 3.545.896.522 

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 

dengan anggaran Rp. 5.262.295.786 

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan anggaran 

Rp.6.666.643.165 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

3.1. Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang  

a. Capaian  Indikator Kinerja 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan 

dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target 

Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang 

disusun secara periodik. 

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun tersebut menyajikan 

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja 

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) 

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan 

fungsi atau kinerja yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang kemudian 

tetapkan melalui Perjanjian kinerja Tahun 2024, dengan melalui proses 

pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dapat disajikan capaian 

kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 

sebagai berikut ; 
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Tabel 3.1.  

Capaian IKU Bappeda dan Litbang Tahun 2024 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

perencanaan dan 

implementasi 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Persentase tingkat 

Konsistensi Program 

RPJMD kedalam RKPD 

tahun berkenaan 

Meta Indikator: 

Jumlah Program RPJMD 

dibagi  

Jumlah Program RPJMD 

dalam RKPD dikali 100 

100% 100% 100% 

Persentase capaian 

program dalam RKPD 

tahun berkenaan 

Meta Indikator: 

Jumlah Program PD 

Mencapai target dibagi 

Jumlah Program RKPD 

80% 85,83% 107,29% 

2 

Meningkatnya 

fungsi 

penyelenggaraan 

kelitbangan 

Persentase inovasi daerah 

yang telah 

diimplementasikan 

Meta Indikator: 

Jumlah Inovasi Daerah yang 

diimplementasikan dibagi 

Jumlah Seluruh Inovasi dikali 

100 

85% 75,95% 89,35% 

Persentase hasil kajian 

(penelitian) yang 

digunakan dalam 

mendukung kebijakan 

daerah 

Meta Indikator: 

Jumlah Hasil Kajian yang 

digunakan dibagi Jumlah 

Seluruh Hasil kajian dikali 100 

85% 100,00% 117,65% 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel diatas disajikan target, realisasi dan capaian indikator kinerja 

utama pada sasaran strategi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 

tahun 2024 dengan analisa sebagai berikut: 
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1. Bahwa pada indicator Persentase tingkat Konsistensi  Program RPJMD 

kedalam RKPD tahun berkenaan, berdasarkan hasil pengukuran antara 

target 100% dan realisasi kinerja (100%) menunjukan bahwa kinerja yang 

telah dilakukan pada tahun 2024  telah tercapai dengan nilai capaian 100%. 

2. Pada indikator Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan 

pada tahun 2024 menetapkan target kinerja sebesar 80%, berdasarkan 

data kinerja dan pengukuran hasil kinerja, menghasilkan realisasi kinerja 

sebesar 85,83%, sehingga menunjukan bahwa kinerja telah berhasil dan 

tercapai dengan nilai capaian 107,29%. 

3. Untuk sasaran Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan pada 

Indikator Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan pada 

tahun 2024, berdasarkan data kinerja dan proses pengukuran kinerja 

didapati bahwa realisasi kinerja sebesar 75,95 %, dibandingkan dengan  

target sebesar 85%, sehingga menunjukan kinerja belum tercapai dengan 

nilai capaian kinerja sebesar 89,35%. 

4. Pada indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam 

mendukung kebijakan daerah menetapkan target kinerja sebesar 85%, 

berdasarkan data kinerja dan hasil pengukuran kinerja menunjukan 

realisasi kinerja sebesar 100%, sebagaimana data tersebut menunjukan 

bahwa pelaksanaan kinerja telah berhasil dan tercapai dengan capaian 

sebesar 117,65%. 

5. Berdasarkan data rata-rata target dan realisasi kinerja dari masing-masing 

indicator kinerja menunjukan bahwa total rata-rata realisasi kinerja sebesar 

90%  dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 88%, 

menghasilkan capaian kinerja sebesar 104%, dengan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pada tahun 2024 kinerja Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil dan mencapai target. 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

Dalam upaya perbaiakan berkesinambungan dalam pelaksanaan  kinerja 

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara maka dilakukan perbandingan 

realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan informasi 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2.  

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024 
 

No Indikator Kinerja 
Realisasi Kinerja 

Keterangan 
2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Persentase Konsistensi Program 

RPJMD kedalam RKPD tahun 

berkenaan 

100% 100% 100% - 

2 Persentase capaian program dalam 

RKPD tahun berkenaan 
71,49% 78,66% 85,83% 

Capaian 

Meningkat 

3 Persentase inovasi daerah yang telah 

diimplementasikan 
72,22% 80,70% 75,95% 

Capaian 

Menurun 

4 Persentase hasil kajian (penelitian) 

yang digunakan dalam mendukung 

kebijakan daerah 

50% 100,0% 100,0% 
Capaian 

Meningkat  

Sumber : data diolah 

Pada tabel diatas disajikan informasi realisasi kinerja Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, 2023 dan tahun 2024   dengan analisa 

sebagai berikut: 

1. Pada indikator Persentase tingkat Konsistensi   Program RPJMD kedalam 

RKPD tahun berkenaan, pada tahun 2022 - 2024 realisasi kinerja sebesar 

100%, hal tersebut menunjukan bahwa Bappeda dan Litbang mampu 

mempertahankan keberhasilan atau ketercapaian   kinerja. 

2. Untuk indikator Persentase capaian program dalam RKPD mulai tahun 

2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan, pada 

tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 72,25%, pada tahun 2023 realisasi 

kinerja sebesar 78,66% dan pada tahun tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 
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85,83%, hal ini menunjukan bahwa terdapat upaya-upaya perbaiakan yang 

dilakukan oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sampai 

pada tahun 2024 sehingga kinerja meningkat dan tercapai. 

3. Pada Indikator Persentase Inovasi Daerah yang telah diimplementasikan 

Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 90,28%, pada tahun 2023 realisasi 

kinerja turun menjadi 80,70%, apabila dibandingkan dengan realisasi 

kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 75,95%, hal ini menunjukan trend 

menurunnya kinerja dari tahun tahun sebelumnya, sehingga perlu menjadi 

perhatian dan bahan perbaiakan pada tahun selanjutnya. 

4. Pada indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam 

mendukung kebijakan daerah, berdasarkan realisasi kinerja tahun 2022 

yaitu sebesar 62,50%, meningakat pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% 

dan pada tahun 2024 realisasi capaian kinerja dapat dipertahankan sebesar 

100%, hal tersebut menunjukan bahwa Bappeda dan Litbang mampu 

konsisten selama tahun 2022 - 2024 mempertahankan keberhasilan atau 

ketercapaian  kinerja. 

5. Berdasarkan data rata-rata realisasi kinerja tahun 2022 (73,43%), tahun 

2023 (89,84%), dan data realisasi tahun 2024 (90,45%) menunjukkan 

bahwa   capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari capaian kinerja tahun 

2023 dan tahun 2022.  

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 

Tahun 2021-2026 

Dalam rangka memastikan bahwa organisasi berada dalam jalur yang benar 

dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah serta 

perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan perbandingan realisasi kinerja 

tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2021-2026 sehingga dapat di 

identifikasi dan diketahui masalah dan hambatan, sehingga dapat dilakukan 

pengendalian melalui koreksi dan penyesuaian, serta meningkatkan strategi 
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dan aksi dalam optimalisasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun 

informasi perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target akhir 

Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut,  

Tabel 3.3.  

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 
 

No Indikator Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

2024 

Target Akhir 

Renstra 

Capaian Tahun 

2024 dan akhir 

Renstra 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Persentase Konsistensi 

Program RPJMD kedalam 

RKPD tahun berkenaan 

100% 100% 100% Tercapai 

2 Persentase capaian 

program dalam RKPD 

tahun berkenaan 

85,83% 90,00% 95% Belum Tercapai 

3 Persentase inovasi daerah 

yang telah 

diimplementasikan 

75,95% 95,00% 80% Belum Tercapai 

4 Persentase hasil kajian 

(penelitian) yang 

digunakan dalam 

mendukung kebijakan 

daerah 

100,0% 95,00% 105% Tercapai 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel diatas dapat informasikan 

analisa sebagai berikut: 

1. Untuk Indikator Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 

tahun berkenaan, berdasarkan target akhir Renstra 2021-2026 yang 

ditetapkan sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja 

pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, menunjukan bahwa Bappeda dan 

Litbang kinerja telah tercapai dan organisasi sudah berada pada jalur yang 

benar untuk mempertahankan keberhasilan kinerja. 

2. Pada indikator Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan, 

pada target akhir Renstra 2021-2026 ditetapkan target  kinerja sebesar 

90,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 yaitu 

sebesar 85,83%, menunjukan kinerja belum tercapai, akan tetapi kinerja 
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sudah berada pada jalur yang tepat dan benar dalam rangka pencapaian 

target akhir. 

3. Realisasi kinerja Indikator Persentase inovasi daerah yang telah 

diimplementasikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 75,95%, apabila 

dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 yaitu 95,00%, 

menunjukan bahwa target belum tercapai, sehingga perlu dilakukan 

upaya-upaya korektif, strategik, dan teknis  dalam rangka optimalisasi 

kinerja untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan. 

4. Pada indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam 

mendukung kebijakan daerah, Berdasarkan target akhir Renstra 2021-2026 

yang ditetapkan sebesar 95,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi 

kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, hal tersebut menunjukan 

bahwa kinerja telah tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilakukan 

penyesuaian terhadap target kinerja tahun 2025, mengingat target tahun 

dan target akhir Renstra 2021-2026 telah tercapai dan terlampaui. 

 

d. Perbandingan Capaian dengan Rata-Rata Nasional 

Tabel 3.4.  

Perbandingan Capaian dengan Rata-Rata Nasional 2024 
 

No Indikator Kinerja Bappenas 

Realisasi 

Kinerja 

2024* 

Indikator Kinerja Bappeda dan 

Litbang 

Realisasi 

Kinerja 

2024 

(1) (2) (3) (2) (3) 

1 Indeks Perencanaan 

Pembangunan Nasional 93,78% 

Persentase Konsistensi Program 

RPJMD kedalam RKPD tahun 

berkenaan 

100% 

2 Persentase Kinerja 

Pengendalian Pembangunan 

Nasional 

99,75% 

Persentase capaian program 

dalam RKPD tahun berkenaan 78,66% 

3 Persentase Rekomendasi 

Kebijakan Penyelesaian Isu 

Strategis pembangunan 

99,65% 

Persentase inovasi daerah yang 

telah diimplementasikan 80,70% 
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Nasional yang dijalankan oleh 

K/L 

4 Persentase Rekomendasi 

Kebijakan Inovasi 

Pembangunan Nasional yang 

dijalankan oleh K/L 

99,78% 

Persentase hasil kajian (penelitian) 

yang digunakan dalam 

mendukung kebijakan daerah 
100,0% 

*Data Realisasi Kinerja tahun 2023          Sumber : data diolah 

 

Indikator kinerja pada Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara belum 

dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional dikarenakan keempat 

indikator tersebut hanya digunakan di lingkup Pemerintah Provinsi dan 

berbeda dengan indicator kinerja pada Kementerian Perencanaan 

Pembangnunan Nasional. 

 

e. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja 

“ Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi 

perencanaan pembangunan daerah” 

 

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran I, 

❖ Komitmen pimpinan  dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan 

dan implementasi perencanaan pembangunan daerah; 

❖ dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana; 

❖ dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan; 

❖ optimalisasi instrument pengendalian dan evaluasi secara berkala; 

❖ pemanfaatan data dan informasi; 

❖ lingkungan Kerja yang kondusif; 

❖ komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf; 

❖ akuntabel dalam melaksanakan kegiatan; 

❖ adaptif dan inovatif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan; 

❖ kolaborasi antar bidang koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan; 
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❖ kolaborasi stakeholder dan para pemangku kepentingan dalam mendukung 

peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan; 

❖ ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

Faktor Penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran I, 

❖ belum memadainya kapasitas dan kompetensi SDM; 

❖ lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat; 

❖ belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi ; 

❖ komitmen Perangkat Daerah masih rendah terhadap pemanfaatan  data dan 

informasi hasil pengendalian dan evaluasi. 

Solusi dan rekomendasi perbaikan kinerja tahun yang akan datang 

❖ Mempertahankan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja; 

❖ mempertahankan dan meningkatkan dukungan program, kegiatan, sub 

kegiatan dan pendanaan; 

❖ mempertahankan dukungan sumber daya manusia dan meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi; 

❖ mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana; 

❖ mempertahankan pelaksanaan instrumen pengendalian dan evaluasi secara 

berkala; 

❖ mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi; 

❖ mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif; 

❖ mempertahankan komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf; 

❖ mempertahankan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan; 

❖ mempertahankan dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam 

pencapaian sasaran kinerja; 

❖ mempertahankan kolaborasi dan kerjasama antar bidang koordinasi dalam 

pelaksanaan kegiatan; 
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❖ meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui 

forum,  koordinasi dan konsultasi; 

❖ meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Perangkat 

Daerah. 

❖ mempertahankan dan meningkatkan loyalitas atau ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

 

“Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan” 

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran II, 

❖ Komitmen pimpinan  dalam meningkatkan fungsi penyelenggaraan 

kelitbangan; 

❖ dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana; 

❖ lingkungan kerja yang kondusif; 

❖ instrument pengendalian dan evaluasi secara berkala; 

❖ pemanfaatan data dan informasi; 

❖ komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf; 

❖ akuntabel dalam melaksanakan kegiatan; 

❖ dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan; 

❖ adaptif dan inovatif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan; 

❖ kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya dan organisasi masyarakat 

dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 

❖ ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

Faktor Penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran II, 

❖ rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap inovasi daerah; 

❖ belum memadainya kapasitas dan kompetensi SDM; 
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❖ belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan organisasi 

masyarakat dan masyarakat; 

❖ belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi  dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

 

Solusi dan rekomendasi perbaikan kinerja tahun yang akan datang 

❖ Mempertahankan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja; 

❖ mempertahankan dukungan sumber daya manusia dan meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi; 

❖  mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana; 

❖ mempertahankan dan meningkatkan dukungan program, kegiatan, sub 

kegiatan dan pendanaan terutama pada penyelenggaraan inovasi daerah; 

❖ mempertahankan pengendalian dan evaluasi secara berkala; 

❖ mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi; 

❖ mempertahankan komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf; 

❖ mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif; 

❖ mempertahankan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan; 

❖ mempertahankan dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam dinamika 

pencapaian sasaran kinerja; 

❖ mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan 

instansi pemerintah lainnya; 

❖ meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat 

dan kelompok masyarakat; 

❖ melakukan penyesuian penetapan target kinerja untuk tahun selanjutnya 

pada indikator Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam 

mendukung kebijakan daerah, mengingat realisasi kinerja tahun 2024 

(100%) sudah melebihi target akhir Renstra Tahun 2021-2026 (95%); 
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❖ mempertahankan dan meningkatkan loyalitas atau ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

 

f. Analisis Efisiensi Anggaran 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya 

anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi 

anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja. 

hasil analisis efisiensi anggaran Bappeda dan Litbang pada Tahun 2024  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5.  

Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Capaian 

Kinerja 

Persentase 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

(1) (2) (3) (4 (5 (6) 

1. Meningkatnya 

kualitas 

dokumen 

perencanaan dan 

implementasi 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Persentase tingkat 

Konsistensi Program 

RPJMD kedalam RKPD 

tahun berkenaan 

 

100% 90,59% 9,41% 

Persentase capaian 

program dalam RKPD 

tahun berkenaan 

 

107,29% 84,81% 15,19% 

2 Meningkatnya 

fungsi 

penyelenggaraa

n kelitbangan 

Persentase inovasi 

daerah yang telah 

diimplementasikan 

 

89,35% 56,88 % 
Belum 

efisien 

Persentase hasil kajian 

(penelitian) yang 

digunakan dalam 

mendukung kebijakan 

daerah 

 

117,65% 70,42% 29,58% 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 4 

indikator kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, terdapat 3 

indikator kinerja yang efektif dan efisien dalam penyerapan dana dan 1 

indikator kinerja yang belum efisien dalam penyerapan anggarannnya. 

 

g. Analisis Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja  

Adapun dukungan program dan kegiatan dalam  capaian kinerja pada sasaran 

strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.6.  

Dukungan Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja 

No Indikator Kinerja 

Kinerja 2024 

Program 
Capaian 

Program 
Realisasi  Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Persentase 

Konsistensi Program 

RPJMD kedalam 

RKPD tahun 

berkenaan 

100% 100% Program Perencanaan, 

Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

100 % 

Program Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

100 % 

Persentase capaian 

program dalam 

RKPD tahun 

berkenaan 

85,83% 107,29% Program Perencanaan, 

Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

100 % 

2 Persentase inovasi 

daerah yang telah 

diimplementasikan  

75,95% 89,35% 

Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 
80, 8% 

Persentase hasil 

kajian (penelitian) 

yang digunakan 

dalam mendukung 

kebijakan daerah 

100,00% 117,65% 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan data kinerja, realisasi anggaran dan tabel diatas didapatkan  data 

dukungan program kegiatan terhadap capaian kinerja tahun 2024 dengan 

informasi sebagai berikut : 

 

1. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Konsistensi 

Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan didukung dengan 2 

(dua) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah dengan capaian 100% dan Program Koordinasi 

dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 

100% dan dukungan kegiatan sebagai berikut; 

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 2.036.962.230., (95,33%) dari Rp. 2.136.830.862., 

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.716.417.690., 

(89,55%) dari Rp. 1.916.802.280., 

- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber 

Daya Alam) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.507.281.639 

(86,49%) dari Rp. 1.742.715.582., 

- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.543.527.661., (96,30%) dari pagu 

anggaran Rp. 1.602.777.924., 

 

2. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja 

Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan, yaitu Program 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 

capaian 100%, adapun dukungan kegiatan sebagai berikut : 
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- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

636.728.694 (65,88%) dari pagu anggaran Rp. 442.500.000., 

- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

333.770.026., (65,88%) dari pagu anggaran Rp. 966.565.660., 

 

3. Adapun dukungan program kegiatan dalam pencapaian indicator kinerja 

Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan adalah Program 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan capaian sebesar 80,8%, 

dengan dukungan kegiatan sebagai berikut; 

- Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 772.757.251., (96,21%) dari  pagu anggaran sebesar Rp. 803.168.165., 

 

4. Pada indikator persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam 

mendukung kebijakan daerah, didukung oleh Program Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah dengan capaian sebesar 80,8%, serta kontribusi 

kegiatan sebagai berikut; 

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pengkajian Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

2.598.872.348., (70,42%) dari pagu anggaran sebesar  Rp. 3.690.475.000., 

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 421.001.291.,(19,37%) dari pagu 

anggaran sebesar  Rp. 3.690.475.000., 

 

5. Selain dukungan langsung dari Program kegiatan teknis juga terdapat 

dukungan tidak langsung atau penunjang dari manajemen kesekretariatan 

dalam rangka mendorong tercapainya kinerja tahun 2024 melalui Program 
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Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian program 

sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.882.836.541., 

(83,36%) dari pagu anggaran sebesar  Rp. 17.853.104.619., 
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3.2. Realisasi Anggaran 

Tabel 3.7 

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 

 

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

SISA ANGGARAN 

(Rp) 
KEUANGAN 

Rp % TTB (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, 

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

3.545.896.522,00 3.007.460.950,00 84,82 9,02 538.435.572,00 

5.01.02.1.01   Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.136.830.862,00 2.036.962.230,00 95,33 6,11 99.868.632,00 

5.01.02.1.01.0002     Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Dokumen 

Kebijakan Lainnya 

152.200.000,00 151.047.915,00 99,24 0,45 1.152.085,00 

5.01.02.1.01.0003     Pelaksanaan Konsultasi Publik 53.420.000,00 47.052.400,00 88,08 0,14 6.367.600,00 

5.01.02.1.01.0004     Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

15.800.000,00 15.054.800,00 95,28 0,05 745.200,00 

5.01.02.1.01.0005     Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 106.552.862,00 105.401.581,00 98,92 0,32 1.151.281,00 

5.01.02.1.01.0006     Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi 

1.808.858.000,00 1.718.405.534,00 95,00 5,16 90.452.466,00 

5.01.02.1.02   Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

442.500.000,00 333.770.026,00 75,43 1,00 108.729.974,00 

5.01.02.1.02.0002     Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah 

250.000.000,00 185.516.762,00 74,21 0,56 64.483.238,00 
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KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

SISA ANGGARAN 

(Rp) 
KEUANGAN 

Rp % TTB (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.01.02.1.02.0004     Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 

Provinsi 

192.500.000,00 148.253.264,00 77,01 0,44 44.246.736,00 

5.01.02.1.03   Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

966.565.660,00 636.728.694,00 65,88 1,91 329.836.966,00 

5.01.02.1.03.0001     Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 

295.590.830,00 206.367.281,00 69,82 0,62 89.223.549,00 

5.01.02.1.03.0003     Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan 

Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

457.999.830,00 255.683.161,00 55,83 0,77 202.316.669,00 

5.01.02.1.03.0004     Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

212.975.000,00 174.678.252,00 82,02 0,52 38.296.748,00 

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

5.262.295.786,00 4.767.226.990,00 90,59 14,30 495.068.796,00 

5.01.03.1.01   Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia 

1.916.802.280,00 1.716.417.690,00 89,55 5,15 200.384.590,00 

5.01.03.1.01.0001     Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

98.025.000,00 58.598.458,00 59,78 0,18 39.426.542,00 

5.01.03.1.01.0002     Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan 

37.200.000,00 26.900.000,00 72,31 0,08 10.300.000,00 

5.01.03.1.01.0003     Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan 

112.800.000,00 105.063.249,00 93,14 0,32 7.736.751,00 
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5.01.03.1.01.0004     Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan 

301.000.000,00 253.199.488,00 84,12 0,76 47.800.512,00 

5.01.03.1.01.0005     Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) 

56.750.000,00 48.794.989,00 85,98 0,15 7.955.011,00 

5.01.03.1.01.0006     Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 

13.500.000,00 11.660.000,00 86,37 0,03 1.840.000,00 

5.01.03.1.01.0007     Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 

136.156.000,00 122.970.976,00 90,32 0,37 13.185.024,00 

5.01.03.1.01.0008     Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

1.161.371.280,00 1.089.230.530,00 93,79 3,27 72.140.750,00 

5.01.03.1.02   Koordinasi Perencanaan Bidang 

Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 

1.742.715.582,00 1.507.281.639,00 86,49 4,52 235.433.943,00 

5.01.03.1.02.0001     Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

172.387.150,00 166.520.365,00 96,60 0,50 5.866.785,00 

5.01.03.1.02.0002     Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian 

16.028.400,00 15.968.000,00 99,62 0,05 60.400,00 

5.01.03.1.02.0003     Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

58.198.800,00 55.334.600,00 95,08 0,17 2.864.200,00 
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Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian 

5.01.03.1.02.0004     Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian 

823.322.292,00 806.749.103,00 97,99 2,42 16.573.189,00 

5.01.03.1.02.0005     Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

167.034.950,00 160.893.938,00 96,32 0,48 6.141.012,00 

5.01.03.1.02.0006     Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 

19.836.810,00 19.643.000,00 99,02 0,06 193.810,00 

5.01.03.1.02.0007     Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 

76.237.095,00 74.193.949,00 97,32 0,22 2.043.146,00 

5.01.03.1.02.0008     Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang SDA 

409.670.085,00 207.978.684,00 50,77 0,62 201.691.401,00 

5.01.03.1.03   Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan 

1.602.777.924,00 1.543.527.661,00 96,30 4,63 59.250.263,00 

5.01.03.1.03.0001     Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

17.500.000,00 17.500.000,00 100,00 0,05 0,00 

5.01.03.1.03.0002     Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur 

13.775.000,00 13.750.000,00 99,82 0,04 25.000,00 

5.01.03.1.03.0003     Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

75.740.000,00 66.137.554,00 87,32 0,20 9.602.446,00 
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Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur 

5.01.03.1.03.0004     Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur 

761.277.924,00 723.844.547,00 95,08 2,17 37.433.377,00 

5.01.03.1.03.0005     Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

2.660.000,00 2.625.000,00 98,68 0,01 35.000,00 

5.01.03.1.03.0006     Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan 

12.825.000,00 12.775.000,00 99,61 0,04 50.000,00 

5.01.03.1.03.0007     Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan 

29.750.000,00 26.975.646,00 90,67 0,08 2.774.354,00 

5.01.03.1.03.0008     Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Kewilayahan 

689.250.000,00 679.919.914,00 98,65 2,04 9.330.086,00 

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH 

6.666.643.165,00 3.792.630.890,00 56,89 11,38 2.874.012.275,00 

5.05.02.1.01   Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan 

3.690.475.000,00 2.598.872.348,00 70,42 7,80 1.091.602.652,00 

5.05.02.1.01.0013     Perumusan Rekomendasi atas Rencana 

Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi 

Terhadap Pelaksanaan Peraturan 

3.690.475.000,00 2.598.872.348,00 70,42 7,80 1.091.602.652,00 
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5.05.02.1.03   Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Ekonomi dan Pembangunan 

2.173.000.000,00 421.001.291,00 19,37 1,26 1.751.998.709,00 

5.05.02.1.03.0001     Penelitian dan Pengembangan Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah 

550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 

5.05.02.1.03.0002     Penelitian dan Pengembangan Perindustrian 

dan Perdagangan 

1.623.000.000,00 421.001.291,00 25,94 1,26 1.201.998.709,00 

5.05.02.1.04   Pengembangan Inovasi dan Teknologi 803.168.165,00 772.757.251,00 96,21 2,32 30.410.914,00 

5.05.02.1.04.0003     Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

Bersifat Inovatif 

477.780.765,00 455.218.643,00 95,28 1,37 22.562.122,00 

5.05.02.1.04.0004     Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 

Kelitbangan 

325.387.400,00 317.538.608,00 97,59 0,95 7.848.792,00 

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

17.853.104.619,00 14.882.836.541,00 83,36 44,66 2.970.268.078,00 

X.XX.01.1.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

3.506.570.406,00 2.182.179.531,00 62,23 6,55 1.324.390.875,00 

X.XX.01.1.01.0001     Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

126.777.889,00 99.438.247,00 78,44 0,30 27.339.642,00 

X.XX.01.1.01.0006     Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

144.639.353,00 130.582.563,00 90,28 0,39 14.056.790,00 

X.XX.01.1.01.0007     Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.235.153.164,00 1.952.158.721,00 60,34 5,86 1.282.994.443,00 

X.XX.01.1.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.074.006.062,00 8.015.790.975,00 88,34 24,05 1.058.215.087,00 

X.XX.01.1.02.0001     Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.445.896.062,00 7.569.270.975,00 89,62 22,71 876.625.087,00 

X.XX.01.1.02.0002     Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN 

628.110.000,00 446.520.000,00 71,09 1,34 181.590.000,00 
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X.XX.01.1.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 479.275.000,00 325.924.382,00 68,00 0,98 153.350.618,00 

X.XX.01.1.05.0002     Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

36.075.000,00 34.000.000,00 94,25 0,10 2.075.000,00 

X.XX.01.1.05.0009     Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

170.200.000,00 122.812.701,00 72,16 0,37 47.387.299,00 

X.XX.01.1.05.0011     Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

273.000.000,00 169.111.681,00 61,95 0,51 103.888.319,00 

X.XX.01.1.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.428.433.283,00 2.124.164.904,00 87,47 6,37 304.268.379,00 

X.XX.01.1.06.0001     Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

8.640.000,00 150.000,00 1,74 0,00 8.490.000,00 

X.XX.01.1.06.0002     Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

446.643.460,00 440.567.000,00 98,64 1,32 6.076.460,00 

X.XX.01.1.06.0003     Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45.497.320,00 25.761.375,00 56,62 0,08 19.735.945,00 

X.XX.01.1.06.0004     Penyediaan Bahan Logistik Kantor 303.690.651,00 200.327.300,00 65,96 0,60 103.363.351,00 

X.XX.01.1.06.0005     Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

340.001.852,00 288.613.500,00 84,89 0,87 51.388.352,00 

X.XX.01.1.06.0006     Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

3.960.000,00 1.620.000,00 40,91 0,00 2.340.000,00 

X.XX.01.1.06.0009     Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

830.000.000,00 720.778.079,00 86,84 2,16 109.221.921,00 

X.XX.01.1.06.0011     Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD 

450.000.000,00 446.347.650,00 99,19 1,34 3.652.350,00 

X.XX.01.1.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

245.000.000,00 244.729.900,00 99,89 0,73 270.100,00 

X.XX.01.1.07.0005     Pengadaan Mebel 245.000.000,00 244.729.900,00 99,89 0,73 270.100,00 
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X.XX.01.1.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.564.247.368,00 1.458.430.739,00 93,24 4,38 105.816.629,00 

X.XX.01.1.08.0001     Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.800.000,00 8.000.000,00 81,63 0,02 1.800.000,00 

X.XX.01.1.08.0002     Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

94.027.200,00 85.791.499,00 91,24 0,26 8.235.701,00 

X.XX.01.1.08.0004     Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.460.420.168,00 1.364.639.240,00 93,44 4,09 95.780.928,00 

X.XX.01.1.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

555.572.500,00 531.616.110,00 95,69 1,60 23.956.390,00 

X.XX.01.1.09.0001     Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

41.335.000,00 38.872.300,00 94,04 0,12 2.462.700,00 

X.XX.01.1.09.0002     Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

456.130.000,00 443.731.960,00 97,28 1,33 12.398.040,00 

X.XX.01.1.09.0006     Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58.107.500,00 49.011.850,00 84,35 0,15 9.095.650,00 

JUMLAH REALISASI S.D BULAN DESEMBER 33.327.940.092,00 26.450.155.371,00 79,36 79,36 6.877.784.721,00 

 Sumber : data diolah 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  adalah ikhtisar yang 

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan 

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja program dan 

kegiatan strategis dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil. 

Proses penyusunan perencanaan kinerja dan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 

disusun berdasarkan Dokumen Renstra tahun 2021-2026, Dokumen Perubahan 

Renja tahun 2024, Laporan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024, Laporan Realisasi Fisik 

dan Keuangan tahun 2024 dan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 

2024. dengan melibatkan semua unit kerja dilingkungan Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara. 

Adapun data kinerja yang dilakukan pengukuran dan evaluasi bersumber 

dari Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dokumen Perubahan RKPD tahun 2024, 

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, Laporan Inovative Government Award 

Provinsi Kalimanta Utara, Laporan Lomba Inovasi Daerah, dan Hasil Penelitian dan 

Pengembangan (kajian) tahun 2024. Berdasarkan proses inventarisasi data, 

pengolahan data dan analisa dapat disajikan hasil kinerja Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut : 

1). Berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing indikator 

kinerja pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang 
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berhasil atau tercapai kinerjanya yaitu, 1). Persentase Konsistensi Program 

RPJMD kedalam RKPD, 2). Persentase capaian program dalam RKPD; dan 

3). Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam  mendukung 

kebijakan daerah sedangkan pada indikator Persentase inovasi daerah yang  

telah diimplementasikan kinerja belum tercapai. 

2). Dari data target dan realisasi kinerja yang tersedia pada masing-masing 

indikator kinerja pada tahun 2024 menunjukan bahwa Bappeda dan Litbang 

Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil dan mencapai target kinerja, hal 

tersebut dapat dilihat dari rata-rata realisasi kinerja tahun 2024 yaitu 

sebesar 90,45%, lebih tinggi dari rata-rata target kinerja tahun 2024 yaitu 

sebesar 88%. 

3). Rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 89,84% dan data 

realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 90,45% menunjukkan bahwa 

capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari capaian kinerja tahun 2023.  

4). Menurut data rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 yaitu (89,84%) dan data 

realisasi tahun 2024 (90,45%) menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 

2024 lebih baik dari capaian kinerja tahun 2023. 

5). Rata-rata realisasi kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 90,45%, apabila 

dibandingkan dengan rata-rata target akhir renstra 2021-2026 yaitu 

sebesar 95,00%, menunjukkan bahwa kinerja belum tercapai, akan tetapi 

kinerja sudah berada dalam jalur yang benar dalam mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan 

pengendalian dan evaluasi melalui koreksi dan penyesuaian, serta 

meningkatkan strategi dan aksi dalam optimalisasi pencapaian tujuan dan 

sasaran berdasarkan target akhir yang telah ditetapkan. 

6). Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi 

Kalimantan Utara tahun 2024  terdapat 4 Program dan 16 kegiatan serta 
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62 Sub kegiatan yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung 

dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja dengan total 

penyerapan anggaran sebesar Rp.  26.450.155.371., (79,36%)  dari total 

pagu anggaran sebesar Rp.33.327.940.092. 

7). Dalam pencapaian kinerja tahun 2024 Bappeda dan Litbang Provinsi 

Kalimantan Utara telah berhasil efektif dan efisien dalam penggunaan 

anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 1,32. 

8). Keberhasilan pencapaian kinerja pada 3 (tiga) indikator kinerja utama 

sasaran strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 

2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut,  

a. Komitmen pimpinan  dalam pelaksanaan pencapaian kinerja; 

b. dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan; 

c. dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana; 

d. optimalisasi instrumen pengendalian dan evaluasi secara berkala; 

e. pemanfaatan data dan informasi hasil pengendalian dan evaluasi; 

f. adaptif dan inovatif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan; 

g. akuntabel dalam melaksanakan kinerja; 

h. lingkungan Kerja yang kondusif; 

i. komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf; 

j. kolaborasi antar bidang koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan; 

k. kolaborasi dan koordinasi yang baik  dengan stakeholder dan para 

pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas 

perencanaan Pembangunan; 

l. kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah 

lainnya dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan; 
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9). Belum tercapaianya kinerja indikator Persentase inovasi daerah yang  telah 

diimplementasikan pada tahun 2024, dipengaruhi oleh beberapa faktor 

sebagai berikut, 

a. rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap inovasi daerah; 

b. belum memadainya kapasitas dan kompetensi SDM; 

c. belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan organisasi 

masyarakat dan masyarakat; 

d. belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi  dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

 

4.2. Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil inventarisasi data, pengolahan data dan analisa data 

terhadap pelaksanaan kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 

tahun 2024 dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada waktu 

yang akan datang, dapat dihasilkan saran dan rekomendasi sebagai berikut ; 

1). Mempertahankan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja; 

2). mempertahankan dukungan sumber daya manusia dan meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi; 

3). mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana; 

4). mempertahankan dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan 

pendanaan dan meningkatkan kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan pada 

indicator  Persentase inovasi daerah yang  telah diimplementasikan ; 

5). mempertahankan pelaksanaan instrumen pengendalian dan evaluasi secara 

berkala; 

6). mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi hasil; 

7). mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif; 

8). mempertahankan komunikasi yang efektif dari atasan hingga staf; 
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9). mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan 

kegiatan; 

10). mempertahankan dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam 

pencapaian sasaran kinerja; 

11). mempertahankan kolaborasi dan kerjasama antar bidang koordinasi dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

12). meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat ; 

13). meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Perangkat 

Daerah; 

14). mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan 

instansi pemerintah lainnya; 

15). meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat 

dan kelompok masyarakat; 

16). mempertahankan dan meningkatkan loyalitas atau ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan; 

17). melakukan penyesuian penetapan target kinerja untuk tahun selanjutnya 

pada indikator Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam 

mendukung kebijakan daerah, mengingat realisasi kinerja tahun 2024 

(100%) sudah melebihi target akhir Renstra Tahun 2021-2026 (95%). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LKJIP (LAPORAN KINERIA INSTANSI
PEMERINTAH)

LAMPIRAN

1



I. PERAT{GKAT OAERAH
2. TUGAS POKOK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAOAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2024

Badan Perencana.n P€mb.ngunan Daersh dan Lltbang Provln3l Kllltntlnan Ulara

Metaksanakan penyusunan dan pelaksansan kebriakan dserah di bidang poGncanaan pembangunan dan di bideng pen€litien dan pongembangan

a. pBrumussn kebtjakan teknB di badang perencanaan pembangunan I statislik daorah sesuaidengan rencsna stretegis yeng l6lah ditetep$n oleh PD

b. pembedan dukungan Etas perencanaan, psmbinaan dan pengendalian kebijakdn leknis dibidang p€rencanaan pembangunaan dan stalistik daerah

c. Perumusan, perencanaan. pembinean, koordinasidan pengendalian teknis di bidang ekonomi

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, kooldinesidan pengendallan leknis dibidang pengembsngan sumberdaya manusia

e. Perumussn, perencanaan, pembinaan, koordin€Bi dan pengendali6n l6knis dl bk ang sosial budaya

t. Perumussn, peronc€naan, pembinsan, koordinssidan p€ngendalian teknis dlbidang prasarana dan pengembaflgan wilayEh

g. perumusan. perencsnaan, pembinaan, koodinasi& pengendalian teknis di bidang Pengksiian Potonsi, ststBtik, pengendalian dan pementauan pombangunan

h. Penyeleng€araan urusan kesekretatlatan

i. Pombinaan Kelompok Jebstan Fungslonal

j. Palakssnaan luges lsin yang dib€ntan oleh Gubernur sesuai dengan bidang lugasnya

Plt. Kepala Badan,

3. FUNGSI

NO. TUJUAI{/9ASARAN IiIOIXATOR XII{ERJA DEFINISI OPERASIONAL FORIIIULASI DATA IARGET SUMBER DATA PEI{ANGGUI{G JAWAB

s.1

Menlngkatnw kusltag
dokumen rencana dan
implementasi pelenc€naan
p6rhbangunan daerah

Pelsenlase Konsislensi
Program RPJMD kadalam
RKPD tahun berkenaan

Mengukur tingkal KonsistenEi nomenklatirr Program
pada Dokum6n RKPDdengen nom€nklstur program

pada dokumen RPJMDyeng dileksanakan pede iumlah Program RPIMD x 100
Jumlah Program RPJMD dalam P_RKPD

100

Bidang PPDPP
Bidang PPW
Bideng Sosbudpem
Eidang PSDA

Persenlase capaian progmm

dalam RKPD tahun berkenaan
untuk melihal efektivilas program dalam
p€mbsngunan melalui lingkat ketercepaian program

RKPD tahun berkemEn yang dibandingkan dengan
lolal jumlah program RKPD

x 100

8C

Laporun Evelua8allasil
RKPO

Bidang PPDPP
Bidsng PPDPP
Bldang PPW
Bideng sorbudpem
Eldang PSDA

S2

lVeninqkatnya tungsi
penyelenggaraan kelilbangan

i,ersenlase inovesi daerah
yang telah d i mpleme nlasikan

Mengukur tingkal implemenlasi/ penerapan inovasi
yan! ada didaerah, dengan tolalseluruh inovasiyang
diusulkan pada BSKDN, dalam meningkalxan
capaian kinerla Pemetintah Dae€h dan Pelayansn

Publik didaerah

lumlah lnovasi Daerah yang diimplementasikan x 100
Jumlah S€luruh lnovasi

85
Daerah
2.
indeks.inovasi.bskdn.kem
endagri

Biddng Penellilian dan
Pengembangan

Persenlase lrasll kajian
(penelilian) Yang digunakan
dalam mendukung kebilakan

ttntuf mengt-rtrLrr petitlanasn p€n6llllEn den
p6ngembangan daerah yang hasllnF dimEnbatkan
dalam pefencanasn pembangunen den keb[ekan

Jumlah Hasil Kaj x 100
.,umlah Seluruh Hasil kajian

85
Lapokn Hasil Kajian

Bidang Penellllian dan
Pengembangan

BERTIUS. S.Hut.
Pembina Tinikat L lv/b

NlP. 19720206199301 1 001

Jum ah Program yangtercapei

lum ah Program RKPD



PER.|{\JtA\ KtNERJ.\ t'.\ltt \ 2024

Dalam rangka mewu.iudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabcl serta berorientasi pada hasil. kami ;-ang bertanda tangan di

bawah rni :

Nama . Bertius, S.Hut

Jabatan i Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. Zrinrl A. Peliweng S.H., M.Hum.
Jabatan : Gutrcmur Kalimantan Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama herjanj i akan meuujudkan target kineqa yang seharusnya

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah sepeni yang telah ditetapkan dalam dokumen pere!rcanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineqa terscbut menjadi

tanggung jawab hami.

Pihak Kedua altan melakukan supen'isi yang diperlukan seda akan rnelakukan

evaluasi terhadap capaian kineqa dari perjanlian ini dan mengambrl tindalian

y'ang drperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor. 25 November 2024

Pihak Kedua

Gubernur Kalimantan Utara.

Pihak Pertama

Plt. Kepala BAPPEDA dan LITBANG.

BERTlLi!i. S.Hut
NIP. 19720206 199301 l00l

Dr. H. Zainal A. Peliweng. S.ll.. !l.Hum.

a



il)

PERJANJI.\N KINERJA'I'AH TIN 202{
BAPPEDA DAN LITBA\G

PRO}'Ii\iSI KAT-IMANTA\ t'T,,TRA

(2) (3)
Meningkatnya Kualitas
dokumen rencana dan
implementasi perencanaan
pembangunan daerah

Persentase Konsistensi
Program RPJMD kedalam
RKPD

(4)
l00o/o

EOo o. Persentase capaian program
dalam RKPI)

J
1-

Menrngkatnya Fungsi
penyelenggaraan kelitbangan

Persentase i novasr daerah
yang telah
diimplementasikan

85o o

Persentase hasi I kaj ian
( Penelitian ) yang digunakan
dalam mendukung
kebiiakan daerah

8 5o.i,

\o, Kegieten

Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi
Program Percncanaan. Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan Pengemtnngan
f)aerah

JTIIIILAH

Pihak Kedua

Gubernur Kalimantan Utara,

Tanjung Selor, 25 November 2024

Pihak Pertama

Plt Kepala BAPPEDA dan LITBANG

Anggoretr

t 7.8-s3. t04 619.00

3 515 8e6 522,00

5.262 295.786.00

6.666 6,13.165.00

33327.9{O.092,00

Kctcrangan

P.APBD

P.APBI)

P-APBD

P.APBD

P..4,PBD

-)

Rp

Rp

Rp

Rp

Itp

J

.l

L
BERTII'S, SHut

NlP. 19720206 199301 I O0l

Dr. Il. Zainal A. Paliwang, S.H.. M.Hum.

,\*o, Srsffao Strrt€gig Iadiletor Kinerjr Target

-_l



Persentase konsistensi 

kegiatan dan sub 

kegiatan pada Renstra 

PD kedalam Renja PD

Meningkatkan kualitas 

verifikasi dokumen 

perencanaa PD

Persentase Kegiatan dan 

sub kegiatan teknis yang 

mengungkit kinerja PD

100

Persentase konsistensi 

sub Kegiatan pada 

RKPD yang 

dianggarkan dalam 

APBD

Meningkatkan 

ketersediaan dan 

keakuratan data 

perencanaan

Persentase keterisiaan 

data perencanaan dalam 

SIPD

100

Persentase capaian 

program dalam 

RKPD tahun 

berkenaan

80

Meningkatkan 

pengendalian dan 

evaluasi program 

pembangunan 

daerah

Persentase capaian 

indikator program pada 

PD

100

Meningkatkan kualitas 

monitoring program 

pembangunan

Persentase hasil evaluasi 

yang ditindaklajuti oleh 

perangkat daerah

100

Persentase inovasi 

daerah yang  telah 

diimplementasikan 

85

Meningkatkan 

kualitas inovasi 

daerah

Indeks Inovasi daerah 70

Meningkatkan kualitas 

pembinaan dalam 

pengembangan inovasi 

daerah

persentase inovasi daerah 

yang memenuhi indikator 

indeks inovasi

100

Persentase hasil 

kajian (penelitian) 

yang digunakan 

dalam  mendukung 

kebijakan daerah

85

Meningkatkan 

kualitas penelitian 

dan 

pengembangan 

persentase 

rekomendasi yang 

ditindaklanjuti

100

Meningkatkan jumlah 

pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan 

Jumlah pelaksanaan 

penelitian dan 

pengembangan

5

SASARAN 

STRATEGIS
IKU TARGET TUJUAN INDIKATOR

CASCADING BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

IKU PROVINSI IKU OPD ESELON 3 JFT

TARGET
SASARAN 

STRATEGIS

INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

SASARAN 

PROGRAM / 

BIDANG

INDIKATOR KINERJA TARGET
SASARAN KEGIATAN/ 

SEKSI
INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya 

fungsi 

penyelenggaraan 

kelitbangan

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

profesional, efisien, 

efektif, dan fokus 

pada sistem 

penganggaran yang 

berbasiskan kinerja.

Predikat 

SAKIP
BB

Meningkatkan 

kualitas 

perencanaan 

pembangunan 

daerah

Rata-rata 

pencapaian 

sasaran 

RPJMD

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

rencana dan 

implementasi 

perencanaan 

pembangunan 

daerah

Persentase 

Konsistensi Program 

RPJMD kedalam 

RKPD tahun 

berkenaan

100

Meningkatkan 

dokumen 

perencanaan yang 

berkualitas

100



CAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SASARAN
INDIKATOR

Meningkatnya kualilas dokumen rencana dan implementasi perencanaan p€mbangunan daerah

a. Percentase Konsistensi Program RPJLID kedalam RKPD

b. PeEentaEe capaian program dalam RKPD

s (8/4)6 75131

Jumlah Proqram RPJMD dibagi
Jumlah Program RPJMD dalam RKPD dikali

100
100%

Jumlah Program RPJMD didalam RKPD

Jumlah Program RPjM D x 100

Kuantitatif

Persenlase Konsistensi
Program RPJlt4D kedalam
RKPD

1

Jumlah Program RKPD Mencapai target (205)
dibagi

Jumlah Program RKPD (240) dikali 100
80%

Jumlah Prograrn mencapai Target x 100
Jumlah Program RKPD

Kuantitatif

Persenlase capaian
program dalam RKPD

2

,05 Maret 2025

Badan,

(

|:

NO. INDIKATOR KINERJA Jenis Target
Kuantltalifl Kualitatif

Target Formula/Rumu! Perhilungan Data Kinerja Tehnik Perhitungan
(%)

Jumlah Proqram RPJMD=257
Jumlah Program P'RKPD
2O24=24O

'1AO% 100%

Jumlah P.ogram P-RKPD
2024= 240
Jumlah Program P-RKPD 2024
yang m€ncapaitarget = 206

85,830/t 107,29%

pND



CAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

TUJUAN : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

SASARAN : Meningkatkan tungsi penyelenggaraan kelitbangan

NDIKATOR : a. Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan
b. Pe6entase hasilkajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daeEh

9 (8/4)

Capaian (%)RealiEaal

86 753 42

NO.

I

85o/o

si Daerah vanR diimplementasikan x 100
lumlah Seluruh lnovasi
Jumlah ln

Kuanlitatif1
Persentase inovasi dserah Yang
telah diimplementasikan

85'/o
lumlah Hasil Kaiian vang digunakan x 100
.Jumlah Seluruh Hasil kajianKuantitatif2

Persentase hasil kajian
(penelitian) yang digunakan
dalam mendukung kebijakan
daerah

or 05 ftrlaret 2025
t\Dp an,

(a

*

!a1l&r

INDIKATOR KINERJA Targot Formula./RumuB Perhltungan Data Kinsrja Tehnik Perhitungan
Kirorla

Jumlah lnovasi
lmplementasi = 60

Jumlah lnovasi = 79

Jumlah lnovasi lmplementasi =
(60) /

dibagi Jumlah lnovasi (79)
.1000/6

75,95% 89,35%

Jumlah Hasil Kajisn
digunakan = 8

Jumlah seluruh kajian = I

Jumlah Ha8il Kajian digunakan
(8) dibagi

Jumlah seluruh kajian (8)'100%
100.00% 117,650h

1



DATA DI'XUI{G IIII{ERJA
" EIIITTGI(ATTYA IIUALITAS DOI.UUEII REITCAJ{A DAIT IMPLEMEI(TASI PEREITCAITAAT PEUB,ITIIGI.IITA]T D,/IERAII'

lK. 1 | PERSE,TV?ASE -KO,\,SiS?E!SJ PROGRAM WJMD KEDAI-^M RrPD TAHUN BERT,ENAAN

PROGNAU PEMBAIIGI'I{AII PADA RPJUD TAIIUT 202l.2g}6
BERDASIRKA PERA?UR.AII DAER.AII I{OUOR 5 lAIIIff 

'OSITEI|TIITG RPJUD TAIIIIItr 202I.2026

PR(X}RA[ PEI{BAI{GI'TA.!( PADA RIIPD TAEUT 2O2+
BERDASARXAN PERATI'RAII GI'BERITI'R I|OI(OR 22 TAIII'T

2O?4 TEITATG P.RXII' TAIII'T 2O2J

xo PROGRA RPJUD 2021.2t}26 PERAf,GKAI DAERATI PERANG!(AT DAERATI PROGRA.U P-RI.PD 2024

1 PROGRAMPENUNJANG URUSAN
PEMERINTAIIAN DAERATI PROVINSI

DIiAA PETDIDTXAT DAi
I'EBUDAYAAI{

DITAA PENDID'rIN DAll
KEBUDAYAAT{

PROGRAM PONUNJANO URUSAN
PFJMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2 PROGRAM PENGELOLTAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEL,oT-AAN PENDIDIIiA.N

3 PROGRAM PENDIDII( DAN TENAGA
I(EPENDIDI(AN

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIl<AN

PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PEMBINAAN Sq]AAAH PROGRAM PDMB]NAAN Sq'ARAH

PROGRAM PELESTARIAN DAN
PENGELOI-AAN CAGAR BUDAYA

PROGRAM PELES'IARIAN DAN PENGDI-OLAAN

7 PROGRAM PENOETOTIAN
PERMUSEUMAN

PROGRAM PENGELOLAAN PDRI\,IUSEUMAN

a PROGRAM PENOEMBANGAN KMENIAN
TRAO1SIONAL

PROGRAM PENGEMBANCAN KESENIAN
TRADISIONAL

9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH PROVINSI

CAADTN TARAT(^f, caBDtr tlrlxat{ PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIAI IAN DAERAH PRO\TINSI

ro PROGRAM PENGEI,r)L,AAN PENDIDIi(A]i PROGRAM PENGEi'LAAi\ PENDIDII{,AN

11 PROGRAM PENUNJAryG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH PRO!'INSI

CABDIf, IfUTUXAtr CABDI( f,Uf,TII<Af, PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAII PRQ\1NS]

t2 PROGRAM PENGETOI.IAN PENDIDIKAN PROCRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

L3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH PRO\4NST

cAaDI[ t(tt-xLr CABDIII XTT.ULN PROGRAM PDNUNJAI{G URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO\'INSI

14 PROGRAM PENGEI,OL.TLAN PENDiDiIiAN PROGRAM PENGEIIfLA.TN PENDIDIIIAN

I5 PROGI{AM PENUN.TAI,IG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH PRO\'INSI

TIP.I TI,UAII BUDAYA T'PT TA AI{ BUDAYA PROGR M PENUNJAJ,IG URUSAN
PEMERINTAIIAN DAERAH PROMNS1

PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

17 PROGRAM PENUN.'ANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROI,,INSI

UPID AEX. INFORMAST I'PTD fEI{. IXFORIIAAI PROGRAM PENUN.'ANG URTISAN
PEMERINIAHAN DAERAH PROVINSI

I8 PROGRAM PENGEI-OL'IAN PENDID]KAN PROGRAM IENGEII)TAAN PENDIDIKAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO\'INSI

DINAA BFIEIIATAII DII{AS REAEIIAIA,X PROGRANi PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAIi{N DAERAH PRO!'INSI

20 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
TiESETIATAN PERORANCAN DAI\ UPAYA
KESEH.{IAN MASYARA(AT

PROGRAM PEMENUI TAN UPAYA I(ESEH^"IAN
PEROF.INGAI\I DAN UPAYA KESDHATAN

2l PROGRAM PENINGKAAAN I{APASTTAS
SUMBER DAYA MANUSIA IiESEHATAN

PROGRAM PENINGXATAN IiAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSG KESEHATAN

22 PRO(IRAM SEDIAAN FARMASI. AIT\T
KESEHATAN DAN MA(ANAN MINUT'AN

PROGRAM SEDIATN FARMASI, AIA'I
KESEHATAN D6N MATANAN MINUMAN

23 PROGR4M PEMBERDAYAAN
MASYARAI(AT BIDANO Kf]SEHA'TAN

PROGRAM PEMBERDAYAAX MASYAR TqT
BIDANG KBSEHATAN

24 PROGRAMPENUNJANC I,'RUSAN
PEMERINTAIIAN DAERA}I PRO\.1NSI

RSUD JUSUT AK RSUD JUSUF SK PROGRAM PENIiNJANG URUSAN
PEMERINTA}IAN DAEFIAH PRO\'INSI

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESETIATAN
MRORANOAN DAN UPAYA KESEHATAN

PROGRAM PEMENU}IAN UPAYA KESEIIA'IAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEIIATAN

26
PROORAM PENINOXATAI'I (APASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

27 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMATIAN DAERAH MOVINSI

D]XAs PUPR & PERXIX DIXIA PUPR A PERI{IX PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMSRINTAHAN DAERAH PROIV'INS]

2a PRO(]RAM PENGEIITAAN SUMBER DAYA
AIR {SDA)

PROGRAM PENGEI'I-AAN SUMBER DAYA AIR
(sDAl

19



tlo ?ROGRAU RPJUD 2O2 I-2O25 PER'iCI(AT DAERAII PERIITGKAI DAERAII PROGP^U P.PI(PD 2(,24

29 PROGRAM PENOEI,OI-{\\ D.d\
PENGEMB-ANGAN SISTEM PEMEDIAAN
AIR MINUM

PROGRAM PENGELOL1AN DAN
PENGeMBANGAN SISTEM PEITIYEDIAAN AIR
MINU]I,'

3o PROORAM PENGEMBANGAN SISAEM DAN
PENGE!,OI,AAN PER.SAMPA}iAN

PROORAM PENOEI'I-AAN DAN
PENCEMBAIGAN SIS'TEM AIR IIMBAH

3t PROARAM PENGELOT-AA}{ DAN
MNCEMBANOAN SISTEM AIR IJMBAH

PROGRAM PENA'|,dAN BANGUNAN GEDUNG

32 PROGRAM PENGEMBANCAN
PERMUKIMAII

PROCRAM PEI,ryELENGGARAAN JAI2\N

PROGRAM PENATAAN &ANGUNAN
GEDUNG

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

PROGRAM IENYELENOOARAAN JAL,AN PROCRAIV PENYELENGGARAAN PENAT,dAN
RUANG

35 PROGRAM PPIIGEMBANOAN JASA
KONSTRUKSI

PROGR.{M PENGEMBANOAN PERUMAHAN

36 PROGRAM PENYEI-ENGGARAAN
PENATAAN RUANG

MOGRAM KAWASAN PERMUK1MAN

3i PROGRAM PENGEMBA,\GAN PERUMA}IAN PROGRAM PEMNGKATAN PRASARANA SARANA
DAN UTILITAS UMUM PSU}

PROGRAM (AWA.SAN PERMUKIMAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI
KERUGIA]{ ]'ANAH KELEBIHAN MAIiSIMIA,I
DAN TANAH AT]SENTEE

39 PROGRAM PENINGKA'IAN PRASAR,ANA,

SARANA DAN TITILITAS UMUM (}sUI

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN
GANTI KERUGIAN TANAH KDLEBIHAN
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAI1AN DAERAH
PRO!'INSI

AATPOL PP AATPOL PP PROGRAM PENUNJANG T'RUSAN
PEMERIMAIIAN DAE!'AH PROMNS]

PROGRAM PENTNGKA'TAN (ETERTIBAN
OAN KE TERTIBAN

PROGRAM PENINCKATAN KETEMERAMAN
DAN I(E'IERTIBAN UMUM

.13 PROGRAM PENCECAHAN.
PENANGGUI,ANOAN PENYEI-AMATAN
KEBAI(ARAN DAN PEI.NEI AMAaAN NON
KEBANAIIAN

PROCRAM MNCEI34}IA!I, PENANCCUT^ANGAX
PENYET.{MATAN KEBA(ARAN DAN
PENYEI,AMATAN NON KEBAXARAN

PROGRAM PEN(INJANG URUSAN
PEMERIiITA}iAN DAERAH PROVINSI

BPBD !PBD PROGRAM PONLTNJANG URUSAN
PEMERINTA}TAN DADRAH PROVINSI

45 PROGRAM PENANGGULANGAiI BENCANA PRO(iRrlll PIINANGGULINGAN BENCANA

PROGRAM MNLINJANG URUSAN
PEMERINTA}IAN DAEI'AH PRO!'INSI

DIXAS SOAIAI, DIIIAS SOSTAI PROGRAM PENUNJANC T'RUSAN
PEMDRINIAHAN DAE"AH PROMNSI

PROGRAM PFJMBERDAYAAN SOSIAI- PROGRAM PEMBERDAY.AAN SOSTAI

48 PROGRAM PENANGANAN WARGA
NEGA,RA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKER,4SAN

PROGRAM PENANGANAN WARGA NF;GARA
MIGRAN I(ORBAN 'IINDA( KEKEIIASAN

PROGRAM REHAI}ILITASI SOSL{I- PROGRAM REHAA]LIT,qS] SOSIAL

50 PROGRAM PERLINDLTNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

PROGRAM PERLINDINGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

5t PROGRAM PENA.IIGANAN BENCAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA

PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTA}IAN DAERAH PROVINSI

UPr Puti !lo.i!l tr6s.
YGriU!. uuti R.l.yu

UPa P.!tt Ao.trl T.e.o
Pcr.tt. rg. Ratryu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTA}IAN DAERAH PROVINS1

53 PROGRAM RETIABILITASI SOSIA! PROGRAM REHABILITASI SOSIA!

54 PROGRAM PENUNJANC URUSAN
PEMERI NTAIL{N D.AERAH PROVINSI

Dtarr{!kaRAra DISIIATERTRAI{A PROGRAM PEN(iNJANG IIRUSAN
PDMERINTAITAN DAERAH PROVINSI

55 PROGRAM
PERENCANAAN AENAGA (ER.iA

PROGRAM PERENCANAAN TENAQA TERJA

56 PROGRAM IEL,{TTHAN KERJA DAN
PRODUKTI!'ITAS TENAGA KERJA

MOGRAM IEI-ATIHAN KERJA DAN
PRODUKTI\{TAS TDNAGA KEzuA

57 PROGRAM
PENEMPATAN IENACA KERJA

PROGRAM PENEMPAT.AN TENAGA KERJA

5a PROGRAM III]BLINGAN 1NDUSTRIAI PROGRAM HUBL'NGAN INDUSTRIAL
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5q PROCRAM PENCAWASAN
KETENAGAI{ERJAAN

PROGRA.[,! P9NCAW.{S.AN XSIENACAXER.]A,1"\

PROGRAM PERENQANAAN iiAWAiAN
TRANSMIGRASl

I,I(OGRAM I'!'NCEMBANOAN ITAWASAN
TRANSMIGIIA6]

PRO('}RA.i,! PEMBANGUN^N I.iAWASAN
TRANSMIGRASI

62 PROCRAM MNCEMBANGAN (AWASAN
TRANSMIGRASI

63 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIN''AHAN DAERAH MO!1NSI

DPPPAP2X.B DPPPII!2KA PROGRAM PENUNJAI,IG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAI J PRO!'INSI

64 PROGRAM PENGARUSUIAMAAN GENDER
DAN PEMBDRDAYAAN PEREMPUAN

PROGRAM PF]NGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYNAN PEREMPUAN

65 PROGRAM PERLINDUNGAN PI'RiiMPUAfl PROGl{,{IVI PERLINDUNGAN PERDMPUAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PENINGKATAN KUA'IIAS
KELUARGA

67 PROGRAM PENGELOI-AAN
SISI'EM DATA OENDER DAN ANAK

PROGRAM PENGEI'L"AAN S]STEM DATA
CEIYDER DAN ANAT

6a PROGRAM PEMENUI IAN
HAK ANAIi (PHA)

PROGRAM PEMENUTIAN HATi ANAK (PHA)

69 PROGRAM PERUNDUNGAN KHUSUS
ANAK

PROGRAM PERL!NDUNGAN KHUSUS AIIAIi

70 PROGRAM PENGENDA]-IAN PENDUDUK MOGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BDRENCANA (KB)

71 PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)

PROGRAM PEMBERDT\YA.AN DAN
PENINGXATAN LELUARGA SE.'AHTERA {KS)

PR(XJRAM PEMBERDAYATAN DAN
PENINGKATAN KELIJARGA SA'AHTORA
(KS)

73 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAII PRO!'INSI

T'PT PEi'TNDUiCAN
PEREXPT'Af, DA{ A'|AI<

UPT PEFJIIDI'II(iAII
PEREXPUAr DA,! AIIU(

PROGRA.iA PENIJNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN TJAERAH PROIINSI

PROGRAM IERLINDUNGAN PEREMPUAN PROCRAM PERLINDUNOAN PEREMPUAN

'/5 PROGRAM PF]RI-INDIJNGAN KHIISUS
ANAK

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAL

i6 PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PE-MERINTAHAN DASRAH PROVINSI

DIf,AS PER'TATIAT DAl.
I(ETAINANAN PAIiGAIT

DII{AI PERT',f,II.I DAN
XETAIIAIIAII P^rGAT

PRO(}RAM PEM'N.'ANC f'RUSAN
PEMERINTA}IAN DAEI{AH PROVINSI

77 PROGRAM PENGE!oIAA]! SUMBER DAYA
F]KONOMI IiN-|I'K (I'DAT'ATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN

PROGRAM PENGE!.OI.AAN SUMBER DAYA
E(ONOMI UNTT'X KEDAU1ATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DN'ERSIFIKASI
DAN IiETAHANAN PANCAN MASYARAI(AT

PROGRAM PENINGKATAN DIVEFSIFIKAS! DAN
KBIAHANAN PANGAN MASYARAXAT

i9 PROCRAM PENANGANAN L:ERAWANAN
PANGAN

PROGR,IM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

80 PROGRAM PENAA\ ASAN KEAMANAN
PANGAN

PROGRAM PENGAWASAN KEATIAI'iAN PAXG-AN

al MOGRAM PENYEDIAAN DAN
PE!{GEMBANG,\N SAR,ANA PERTANL1N

PROGRAM MiIYEDIAAN DAN PENOEMBANOAN
S'R,\!IA PERI^NLIN

a2 PROGRAM PEI,IYEDIAAN DAN
MNCEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

PROGRAM PDNYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERIANIAN

83 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
MASYARA(AT VETERINER

PROORAM PENGENDAIIAN LESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARA(AT
IETERlNER

PROGRAIII PENGENDA'IAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
PERAANIAN

PROGRAM PENGENDALL{N DAN
PENANCGUI,ANCAN BENCANA PERIANiAN

85 PROGRAM PCRIZINAI{ USAHA PERTANI N PROGRAM PDRIZINAN USAHA PER'IANLAN

a6 PROGRAM PENYULUI1AN PERTANIA-I\* PROGRAM PEIIYULUHAN PERTANIAN

a7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAT' PRO\,1NSI

UPID LABOR,ArcRII'U
XFIIEAX DA.X I<EAXAvET

t PID LABORTATOiIITM
t<Eawa.x DA.f,

PROGRAM PI]NUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROI/INSI

88 PROGRAM
PENYEDIAAN DAN PENGEMAANGAN
PRASARANA PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
PRASASA]VA PDFIANIAN

89 PROGRAM PENGENDALIAN KESE}iATAJI
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
IIEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAA
\ETERINER
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90 PROC!'{M PENUNJ,ANC URUSAN
PEMDRINIAT'AN DADRAH PROI'INSI

DL'I DLH PROCRAIi PENUNJANC URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH PRO!'INSI

PROGI]AM TIERENCANAAN LINGKUNOAN
HIDUP

92 PROGRAM PENGENDAIIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAI{AN UNGI{UNGAN

PROGRAM PENGENDALLAN PENCEMAEIN
I]AN/ATAU KERUSA(AN LINGIiUNCAN HIDUP

93 PROGRAM PENCELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (I(EHATI)

PROGRAM PENGEI'I'.AN KEANETAXAGAMAN
}IAYATI (KEIIATO

PROGRAM MNCENDAIIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN {83) DAN
LIMBAIT BAHAN BERBAI'AYA DAN
BERACUN (LIMBAH 83)

PROGRAM PENGENDAIIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3} DAN UMBAH
BAIi4.N BERBAI{AYA DAN BERACUN ILIMBAH
83t

95 PROCRAM PEMBINAAN
DAN PENOAWASAN TERIJADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERI.INDUNGAN DAN PENCE1OLAAN

PROGR,{M PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZJN LINGKT'NGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAti PENGEIOINAN
LING(UNGAN HIDI.IP {PPI-H)

96 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN
MASYARA(AT HUKUM ADAT {MHAI,
KEARIFAN I-OKAI DAN TIAI{ MIIA YANG
TER(AIT DENGAN PPLH

PROGRAM PENINC(ATAN PENDIDIKAN,
PEI.\TIHAN DAN PENYULU}IAN LINGKUNGAN
HIDUP T'NTUK MASYANAKAT

97 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDII{AN,
PELqTIEAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAIGT

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MAS}'ARAI({T

98 PROGRAM PENGTIARGAA} UNGKUNGAII
HIDI,? UNTU( MASYARAIiAT

PROGRAM P}.]NANGANAN PENGAI)IJAN
LINCKLTNGAN H1DUP

PROGRAM
PENiNGANAN PENGADUAN LINGI'UNGAN
HIDUP

PROGRAM PENCEIr)I-4AN PERSAMPAIIAII

100 PROGRA.T{ PENGELOL"&AN PERSAMPAHAN

I0l PROGRAM
PENUNJANG URUSANPEMERINTA}IA N
DAERAH PRO!'INAI

UPTD LA,B. LII UPTD LAB. I,TI PROGRAM PENUNJANG URUSA]{
PEMERINTAHAN DAERAH PROIINSI

102 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARiN
DAN/ATAU KERUSAINN LINGKUNGATT
HIDI,TP

PROCRAM IENGENDALIAN PENCEMAFAN
DAN/ATAU IiERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

103 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAORAH PROVINSI

DISDUI(CAPIL DI6DUXCAPIL PROCRAM PENUNJANG URT]SAN
PEMERINIAHAN DAERAH PRO!'INS]

104 PROGRAM PENDAF'IAR{N PENDUDUK PROGRAM PENDAFIAR,'IN PENDUDUK

I05 PROORAM PBNCATATAN SIPIL PROORAM PENCATATAN SIPIL

106 PROGRAM PENOET,oT,IAN INFORMN,SI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENGEL,OLAAN INFORMASI
ADM1MSTRASI KEPENDUDUKAN

r07 PROGRAM
PENGELOI,AAN PROFIL KEPENDUDUIi.AN

PROGRAM PENGELOIIAN PROFIL
KEPENDUDU(AN

108 PROGRA}I |ENUNJANG
URUSAN PEMERITITAHAN DAERAH

DPIIID DPIiID PROCRAM EENUNJANG URUSA.II
PEMERIITTAHAN DAERAII PROVINS1

l09 PROORAM PENATAAN DESA PROGRAM PENING(ATAN KERJA SAMA DESA

110 PI{OGIIAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM ADMINISTRAS1 PEMERIMAIIAN
DESA

111 PROGRAM PENINGKATAN KER.IA,SAMA
DESA

PROGRAM PEMRERDAYAAN IEMBAGA
IIEMASYARAXATAN, LEMBACA ADAT DAN
MASYARAiiAT HUKUM ADAT

\t2 PROCRAM PEMBERDAYAAN LEMBACA
KEMASYARAKATAN, LAMBAGA ADAT
DIIN MASYARAI(AT HUI(UII ADAT

I 13 mocRSM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTA}TAN
DAERAH PROI'INSI

DIAIIUE DISHUB PROCRAM PEN('NJANG IIRUSAN
PDMERINTA}IAN DAERAH PROVINSI

114 PROGRAM PENYELENGGARAAN I-ALU
L]MAS DAN ANGKUTAN JALAN (LT"1.')

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINIAS
DAN ANOL-UTAN JATAN {LI.A']

115 PROGRAM PENGEI,OI,AAN PET"TYARAN PROGRAM PENGEI-OI"\AN PELAYARAN

114) PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAI IA,\I DAERAH PROVINSI

UFID PELABI'EAII
AETOXAYU I

T'PTD PELAAUEAN
TETGXAYU I

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO14NSI

PRoCRAM Perencad. I-INCKUNOAN HIDUP
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tt7 PROCR{M PENCE!oLdqN PELqYAR,\N PROGRAM PENCEI-OLd{N FELAYAR,{I'I

l18 PROGRAM PENUNJANG URUSA]\I
PEMERINTAHAN OAERA}I PROVINSI

UPTD IIII IIIE DJUI{O TTl< UPTD LIX HlE IIII'XG
tlrx

PROORAM PFJNUNJAXO URUSAN
PEMERINTA}LAN DAERAH PROV1NSI

PROCRrll"l PENGDLOLAAIi PiILAYA-RAII

t20
PENUNJANG URUSAN PEI,IERINTAHAN
DAERAH PRO\,IINSI

Dtxlg KoxumKAgI,
lltFoRxAtlxa srAalsTrx
DAI PERSAIDIAf,

DIrAg KOXrrrUl tI,
Illr!RTATIXA,
ATATIAflK DA.f,

PROGRAM PENUNJANC URUSAN
PEMERINTA}IAN DADI'AH PROVINSI

t27 PROGRAM
PENCEI,Oi,AAN INFORMASI DAN
KOMUNIXASI

PROGRAI,! PENGELOLAAN INaORMASI DAN
I{OMUNIKA,SI PUBLI(

PROGRAM PENGEI.OI.AAN APLIKAST
INFORMANXA

PROGR,{M PENGEI'LIAN APLIXASI
INFORMATIIiA

123 PROCRAM PENYELENGGARAAN
STAT1STIK SEKTORAL

PROGRAM PENYELENCCARAAN SAAAISTT
SEKTORAL

t24
PEI.IYELENGCARAAN MRSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGA&AAN PER.SANDIAN
UNTUK PENGAMANAN ]NPORMASI

r25 MOORAM PENUNJANC URUSAN
PEMERINT-AH D-AERAH PRO\,'INSI

DPUPTEP DPIIPI€P PROGRAM PENUNJANC URUSAN
PEIqERINTAITAN DAER{H PRO\'INST

726 PROGRAM PENGEMB,ANGAN IKUM
PENANAMAN MODAL

PROG}{AM P!]NGEMBANGAN IKLIM
PI]NANAMAN MODAI-

127 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

PROGRAM TAOMOSI PENANAMAN MODAL

t2a PROGRAM PEI-AYANAN PENANAMAN
MODAI

PROGRAM PEI-AYANAN PENANAMAI{ MOOAI

r29 MOGRAIU PENOENDALIAN
PEL{KSAN,4.{N PENANAMAN MODAI

PIIOGRAM PENGENDALIAN PE1-AIiSANAAN
PENANAMAN MODA!

130 PFOGRAM PENCEIOI,AAX DATA DAN
SIS'TEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

PROGRAM PF:N'}EIr)I-AAN DATA DAN SISI]'M
INFORMASI PENANAMAN MQDAL

13I PROCRAM MNUN.IANC TJRUSAN

PEMERINTAILA.N DAERAH PROVINSI
DINAS PETTTDA &
OLAIIRACA

DIf,AA PEXI'DA &
OLAIiR,AGA

MOGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAITAN DAERAII PRO\4NS]

132 PROGRAM PENGEMBAI,IGAN KAPASITAS
DAYA SA1NC I.iEPEMUDAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASI'TAS DAYA
SA1NC (EPEMUDAAN

133 PROCRAM PENOEMBANCAN KAPASITAS
DAYA SA]NG KEOLAHRACAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING
KDOIAHRACAAN

134 PROGRAM PENGEMBANGAN XAPASITAS
KEPRAMU(AAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPRAMUI'AAN

135 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERI MA}IAN DASRA}I PROVINS]

DIIAS PERPUTTATAAI
DAX KEARSTPAI!

DItrAA PERPU'',IAXAIN
DA I(EAR,AIPAT

PROCRAM PENUI,IJANG I'RUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

136 PROGRAM PEiIB]NAAN
PERPUTAKAAN

137 PROGRAM PELESTARIAN IiOLEKSI
NASIONAT OAN NASKAH I(UNO

PROORAM PELESTARIAN KOLEKSi NASIOIYAL
DAN NASKAH KI'NO

138 PROGRAM PENOELOLr1AN ARSIP PROGRTM PENOELOI..\AN ARSIP

139 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PEIryELIMATAN ARSIP

PROCRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYEIAMATAN ARSIP

t.{0 PROCRAM PENUNJANO URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAII PRO\'INSI

DIXAA XELAUTAI DAN
PERII(AIAT

DTNAA I(ELAUTAI DAN
PERIIII,f,IX

PROGR,AM MNUNJANG URUSAN
MMER1IYTAHAN DAERAH PRO!'INSI

1.+ I PROGRAM PENGEI'IIAN KEI,AU''AN,
PESISIR DAN PUIAU,PUI-A.U KECIL

PROGRAM MNGEI'L-CAIi (EI-ALITAN, PESISIR
DAN PUI,IU-PULAU KECIL

\42 PROGRAM PENGELOTIAN PERII'ANAI'I
,TANG(AP

PROGRAM PENOEL'LAAN PERIT(ANAN
TANGXAP

143 PRQGRAM PENGEIOI,AAN PERIKANAN
BUDIDAYA

PROGRAM PENOELOINAN PERIXANAN
BUDIDAYA

!44 PROGEAM PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAl{ PERiKANAN

PROGRAI' PENGAWASAN SUMBER DAYA
KEI.AIITAN DAN PERI(ANAN

145 PRoGRAM PENGOTAHAN DAl\l
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

PROCRAM PENGOI"AHAN DAN PEMASATIAN
IIASIL PERIKANAN

146 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEI{ERINTAIIAN DAER,{H PRO!'INSI

UPTD PEIIEBAPA,I X TU
HAAIL PERI'IITAII

T'PTD PEI|ERAPAi !ruTU
IIASIL PEBII(-AXAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO\4NSI

t47 PROGRAM PENGOL"{HAN DAN
PEMASARAN HASII- PERIKAIIAII

PROCRAM PENGOI-THAN DAN PEMASARAN
I1ASIL PERIKANAN

l4a PROGRAM PENUNJANG URUSAII
PEMERINTAHAN DADRAH PROVINSI

uPrD roraElwasl DAx
PE OASAAAI

r49 PROCRAM PENGELOI.d{N
KEL"\TITAN. PF^SISIR DAN PULIU PUL1U

150 PROGRAM PENOAWA^SAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAI{ PERIKANAN

lto

PROGSAM PEMBINAAN PERPUSTAiUAX
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151
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINS]

UPTD PERIXAI|AII
BUDIDAYA LI(rr DAtr
PAYAU

UPTD PERTKAIAN
BI'DIDAYA I,/IUT DAtr

PROCRAM PENUNJA.}iG URUSAN
PEMERINTAHAN DAEFTAH PROI'INSI

152 PROGRAM PENGE!-OT,\AN
PERI(ANAN BUDIDAYA

PROGRAM PENGELOIIAN PERITIANAN
BUDIDAYA

153 PROGRANI PENIJNJA]i'G URUSAN
PEMERINTAI.TAN DAERAH PROVINSI

I,,PTD TEtrGNAYU IT UPTD TETGKATU II PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAEITAH PROVINSI

154 PROGRAM PDNGEIOI.AAN PERIKANAN
TANCIIAP

PROGRAM PENGDLOL]\,I\N PERII{ANAN

155 PROCRAM
PENUNJANO URUSAN PEMERNAAH
DAERAH PRO\,'INSI

DIiAS PARIEIEATA DiI{AS PARIEISATA MOCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMA}IAN DAERAH PROVINSI

156 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWSATA

157 PROGRAM PENGEMBANGAN DXONOMI
KREATIF METALT,'I PEMANFAATAN DAN
MRIJND1INGAN HAK KEKAYAAN
INTELE(TUAI

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

i58 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA PARIWSATA DAN EKONOM!
KREATIF

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF MEL,IIUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDL'NGAN HAli KEIiAT-AAN INTETEiiTUAL

159 PRO!]RAM PEMASARAN PARMISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIW1SATA DAN EKQNOMI KRE{TIF'

160 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAIIAN DAERAH PROVINSI

DII|AS I(EIIUAATA!| DTIAA XEIIUTAIIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH PRO!'INSI

161 PROGRAM
PENGELOI-AAN HUTAN

PROGRAM PENGETI)IAAN HUTAN

1,62

KONSERVASI SUMBER DAYA AIAM
IIAYAT1 DAN EKOSISTEMNYA

PROGRAM EONSURVAS] SUMtsER DAYA AI-AM
}IAYATI DAN EKOSISTEMNYA

163 PROGRAM PENDIDIKAN DAN MLATIHAN,
PENYULULIAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANC KEHUTANAN

PROCRAM PENDIDI(AN DAN gEt,ATlHAN,

PEiTULU}IAN DAII PEMBDRDAYAAN
MASYARATAT DI BIDANG KEHUIANAN

t64 PROGRAM PENGELOLA-]TN DAERAII
A]-IRAN SUNGAI (DAS)

PROGRAM PENGELoI,AAN DAERAH AIIRAN
SUNGAT (DAS)

165 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH PROI'INSI

UPI I(PH XABU?ATEII
BULUIGlln

UPT KIIE IIABT'?AIEII
Et rt f,(lar

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMTAT IAN DAERAII PRO\,'INSI

166 PROGRAM PENGEIIf I-AAN HL'TAN PROGRAM PENGEI-OL.AAN HUTAN

PROCRAM PENDIDII(AI! DAN PEI.{TIHAN
PENTULUI{AN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAI(AT DI BIDANG KEHUTANAN

PROCRAM PENDIDIXAN DAN PEl,lTlHAN,
PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYAIiAIiAT DI BIDANG KEHUTANAN

168 PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEIr{ERINTA}iAN DAERAH PROVINSI

T'PI I(PH ROTA TAAAI(AT UPA I<PH K'I[A
TARAXAT

PROGRAM PENCEI.OI-AAN HUTAN

169 PROGRAM PENCELOL.IAI! HUTAI{ PROGRAM PgNDIDIKAN DAN PET.A'rIHAN,
PEN\'U]-UHAN DAN PEMBERDAYAAN

t70 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PETATIHAN.
PENYI N]JI IAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARA(AT DI BIDANC KEI'U'TANAN

PROGRAM PENUNJANG L'RUSAN
PEMEzuNTAHAN DAER{H PROVINS]

77t PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROI'INSI

UPT Ktlll fl,,XUXAN UPT KPTI IYUIIUTIAI| PROGRAM PENGET'TIAN HUTAN

t72 PROGRAM PENCEI,OL.AAN IiUTAN PROORAM PENDIDII'AN DAN MIATIHAN,
P!]NYULUTL{N DAN PEMBERDAYAAN

t73 PROGRAM PENDIDIKAX
DAN PELTI,TIIJAN PENYULUHAN DAN
PDMBDRDAYAAN MASY,IR-\IiAT DI
BIDANO I'EHITIANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEM ERINIAHAN DAET{AII PROVINSI

t74 MOORAM PENUNJANG
URUSAN PEMERIMAHAN DAERA}I
PRO}'INSI

UPA XPII XIAU?ATEf,
IAIJ'AI'

UPA BPH KABI'PAAEI
IALTNAU

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIi1ITATTAN DAER{H PROVINSI

17s PROGRAM PENCE!'LIAN HUT-{N PROGRAM PENGEIOI,AAN HUTAN

L76 PROCRAM PDNDIDIKAN DAN PELATIEAN.
PEI{YULI'HAN DAN MMBERDAYAAN
MASYARAI{AT DI BIDANC KEHUTANAN

PROGRAM PENDIDiNAI DAN PELATII-LAN,
PENYT'LU}IAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYAIIAXAT DI BIDANG KEHUTANAN

t77 PROGRAM PENUNJANQ URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH MOVINS]

UPI IIPE I(ABUPATET XTT gPA BPA KAEUPATEII PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO\'INSI



IO PROGRAU R.PJllD 202 1.2026 DAERATI PROCRAX P.RAPD 2024

r?a PROCRAM PENGELOLAAN IIUT,{N PROCla{}rl PSNGELoL{AN HUTAN

179 PROCRAM PENDIDII{AN DAN PEIATI}IAN,
PENYULUHAN DAN PEMAERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG h-ETIUTANAN

PROGRAM PENDIDIi(AII DAI{ PEIATIHAN.
PENYULUHAN DAN PEMBDRDAYAAN
MASYARAI<AT D! BIDAITC KEHTITANAN

180 PROCRAII PENUNJAJIG URUSAN
PEMERIIYTAI IAN DAERATI PROVINSI

DIIIAA ESDI DITAA EAD![ PROGRA.M PENUN,ANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAET'AH PRO\4NSI

lal PROGRAM PENGELOTAAN AAPEK
KEGEOLOOLAN

PROGRAM PENGETPI2\AN ENERGI BARU
TORBARU!{AN

la2 PROORAM PBNGEI.oTAAJ{ MINDRAI DAN
RATUBARA

PROGSAM PENGELOI-AAN
KE1ENACA]-ISTRIKAJ!

143 PROCRAM PENOEI-oIj1AN ENERGI BARU
TERBARUKAN

PROCRAM PENGEIPTAAN ASPEK
KEGEOIPGTAN

I84 PROORAM PENOEL,OLAAN
KETENAGALIS'IRIKAN

PTIOGRAM PENGELOI.AAN MINERA! DAN
BATUBARA

185 PROGRAM PENUNJANC TIRUSAN
PEMERI NTAI{AN DAEHAII PROVINSI

DISPERITDAGKOP DTA?ERITDAOKOP PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH PROVINSI

I86 PROCRAM PENGAT'IASAJ{ DAI{
PEMERII.iSAAN (OPERASI

PROCRAM PENOAWASAN DAN PBMEruXAAAN
TiOIERASI

r87 PROGRAITI PENrJIDIKAN DAN IATIHAN
PERXOPERA:IIAN

PROGR.AI\II PENDIDIKAN DAN TATIHAI{
PERKOPERASTAN

lAa PROCRAU PEMBERDAYAAN USA}IA
MEITENGAII, USAHA }iECIL DAN USAHA
MrKRO {UMXU)

PROGRAM PEMBERDAYAAI{ US!}IA
MENENGAII, USAIIA KECIL DAI{ USAIIA
MrrRo (uMrM)

la9 PRO6FAM PENCTJMBANGAN UIIIKM PROGRiM mI-GEMBANGAN UM(M

r90 PROGRAIII PERIZINAI{ DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PROCRAM PBRIZIN.IN DAN PENDA$AIIAN
PERUSAIIAAN

l9t PROCRAM PENOEMBAN(iAN EKSPOR PROGRAM PEMNOIUTAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAOANGAN

t92 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
IJISl'ItIRU9I P!]RDAGAITGAN

PROGRAM STABILISASI TIARGA BARANC
(I'AUTUIIAN POIiOK DAN tsARAItO PEN'NNO

r93 PROGRAM ATABILIAASI }IAROA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING

PROCRAM PENCEMBANGAN ENSPOR

194 PPOdRAM S'fAN DARISA.SI DAN
PERLINDUNOAN KONSUMEN

PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN XONS(ruEN

195 PROORAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAIT PRODU( DAIAM NEGERI

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN
PRODUK DAIAM NEGERI

r96 PROCRAU
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAI{
INDUSTRI

PROGRAM
MRENCANAAN DAN PEMBAI{GUNAN INDUSTRI

r97 PROGR M PENGENDAI,IAN IZIN USAIIA
INDUSTRI

PROGRAM PENGENDAIIAN IZII USAI'IA
INDUSTzu

198 PROGRAM PBNOELOIAAI{ SISTEM
INFORMIAI INDUS1TI
NASION&

PROGRAU PENCET'IAAN SISTEM II{FORMASI
INDUSTRI I{ASiONAI

I99 PROCRAM PENUNJANG !'RUSAN
PEMERIMAHAN
DAERAH PROVINSI

BIRO PEf,ERIllt/UIAi DA'
OT<'iOXI DAIRAIT

BIRO PE*ERiiTAIIl!
DAII OtT'iOfi DAERIH

PROCRAM PENIJ5TJANC URUSAN
MMEzuNTAHAN DAERAH PI'OVINSI

200 PROGRAM PEMERTMAHAN DAN
OTONOMI DAERAH

PROGRAM PEMERIMAHAN DAN OTONOMI
DAERA}I

'201 PROORAM PENOADAAN TANAH UNTUK
I(EPENTINCAN UMUM

202 PROCRAM PEIIYEIfSAIAN SENGKETA

203 PROGTNI4 PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAI1AN DAERAII PRO\,'INSI

BIRO K&A8JAI{TERAAN
RAXYA'

Etao t(taE rA.rrERAA!
RAI(YAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
MMER'NTAIIAN DAEF'AH I'ROT''INSI

204 PROGRAIiI
KESEIAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM KF.SEIAHTERAAN RAI(YAT

205 PROCRAI/I PENUNJANG URUS$
PEMERIMAHAN DAERAT' PRO!'INSI

BTRO PEIIEXOIIOXIA! BIRO PEREKONO TAN PROGRAI\{ PDNUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH PROVINSI

206 PROGRII'I PEREKONOMIAN DAN
PEIIB,INCUNAN

PPTXIRAM PEREIiONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

207 PROCRAM PENUNJANO URUS$
PEUERINTAHAN DAERAH PROVINSI

BIRO ADTIiIATRAAI
PEIBATCU].A,i

AIRO ADUITIATRAAI
PE*AAIGT'iAT

PROGRAM PENUNJANG URUS$
PEMERINIAHAN DAERAII PRO!'INSI

204 PROCRAI' KEBIJAKAX ADMIMSTRASI
PEI,IBANGUNAN

PROGiAM IGBU^I(AN ADMIMSTRASI
PEMBANGUI{AN



lto PROGRAU RPJUD 202I.2026 PERA]IGKAT DAERATI PERA,IICI'AT DAARATI PROGRA.U P.RX?D 202.4

PROGRAM PENUNJ.{NG UIIUSA}I

DAE&{H PROVINSI

BIRO OROATIAAAT EITO ORGAfIAAAI PROGRAM PENUNJAI,JG URUSAN
MMERIMAHAN DAERAH PROVINSI

2r0 PROCRAM PENA'IAAN
ORGANISASI

PROCRAM PENATAAN ORGANISASI

2tt PROGRAT1 FDNUNJ,1.\IG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO\,'INSI

BIRO UUrru BIRO U UU PROCRAM PEiIUIIJAi{G URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINAI

212 PROGRAM PETflJNJANO URUSAN
PEMERINTAHAN DAERATI PROVINS1

BIRO PEiEADA^I
BARAIG DAII JASA

BIRO PEXOIIDAA'
BARATIG DAI' .'AAA

FROORAM PENUNJANG URUSAN
PEMDRINTAHAN DAERAII PITOVINSI

213 PROGRAM IiDBI.JAXAN DAN PEL\YANAJ.I
PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCRAM KEBIJA(AN DAN P!)LAYANAN
PENCADAAN BAI'ANG DAN JASA

2t4 PROGRAM MNUNJANG
URUSAN PEMERINTA}ITIN DAERAH
PROI/INSI

BIRO IIDXIIiISTRAAI
,TUPUI'AII

BIRO ADTUj|II6IRAAI
PI PIIIAI'

PROCRAM PENUNJANG URUSAII
PEMERINTA}iAN DAERAH PROItNSI

215 PROGRAM PONUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO\NNSI

EIRO iIT'I(UU BIRO TIIIKI'U PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI
HUKUM

216 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI
HUKUM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTA}TAN DAERA}I PROVINSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAI IAN DAERAI I PROI'INSI

AE'(RETAiIAI DPRD SEIIRTTAPIAT DPRD PROGRAM DUKUNCAN PELAI(SAN AAN TUCAS
DAN FUNGSI DPRD

2ta PROGRAM DUI(UNGAN PELAI'SANAAN
TUG.{.9 DAN FUNGSI DPRD

PROGRAM PEMJNJANG URUSAN
PEMDRINTA}IA'i DAEF'AH PROVINS]

2t9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAIT PROVINSI

BAPPEDA DAII LTfBANG IAPPEDA DAN LITBAIIG PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN.
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

220 PROGRAM PERFJNCANAAN
PENGENDALIAN DAN
EVA'UASI MMBANGUNAN DAERAH

PROORAM KOORDINASI DAN SINKROMSAS]
PERENCANAAN PSMBANGTINAN DA.E['AH

22t PROCRAM
KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBAITGUNAN DAERAH

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

PROGRAM PENEUTTAN DAN
PEN(]EMBANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAII PRO\TINSI

223 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMEzuMNIAN DAERAH
movtNsl

BTIAD BKAD PROGRAM PEII1JNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH f ROVINSI

224 PROGR,AM PENGEIPhAN KEUANCAN
DAARAH

PROGRAM PENG EI,OI"{AN KEUANCAN DAERAH

225 PROGRAM PENGEI,LTIAN
BARANC MILIK DAERAN

PROCRAM PENGEI'LIAN BA&ANG MIUK

226 PROGRAM IENUNJANO URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

EAPDIIDA BAPEIIDA PROGRAM MNUNJAXG IJRUSAN
PF]MERINAAHAN DAERAH PROVINSI

227 PROGR M PENCEI,O|\ PENDAPATAN
DAERAII

PROGRAM PENGELOIIAN PENDAPATAN
DAERAH

224 PROORAM PEMJNJAXG URUSAN
PEIITERINTAIiAN DAERAI{ PROVINS1

T'P? EAPEiDA BT"IT{OA,i UPT BAPEIT'A
BULUllGA]r

PROGRAM PENCELOLAAN PDNDAPATAN
DAERAH

229 MOGRAM PENGELoIA PENDAPATAN
DADRAH

PROGRAM PENLINJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

230 PROGRAM PENUNJA.IIG URUSAN
PEMDRINTAHAN DAERAH PROMNSI

UPI AAPENDA fA,R'XAIII UPT EAPEfDA AAFA AIf PROGRAM PENUNJANG L'RUSAN
PEMERINTAHAN DAERAII PRO\'INS1

23L PRO(IRAM PENGEI-OIA
PENDAPATAN DAERAI I

PROGRAM PENCEI-OhAN MNDAPA'IAN
DAI'RAH

232 PROCRAM
PENUNJANG URUSANPEMERINIAHAN
DAERAII PRO!'INSI

UPI AAPEXDA IIUIIUKAII UPT BAPEIIDA !TU!'T'I{AI{ PROARAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH PROVINSI

233 PROGII,.\M PENGELOL{
PENDAPATAN DAER,AH

iROGRAM PENCET,OLAAN PENDAPATAN
DAERAH

234 PROGRAM PENUNJANO URUSAN
PEMERINTAIL{N DAERA}I PROVINSI

UPT BAPETDA IIITIIIAU I'PT BA.PEf,DA UAIIXAU PROGRAM PENUNJANG IIRUSAN
PEMERINTAIIAN DAERA}I PITOVTNS1

235 PROGRAM PENOELOL"{
PENDAPATAN DAERAII

FioGRAM PENGELoT-AAN PENDAPATAN
DAERAH

236 PROGRAM
PdNUNJANG URUSAN PEMERIN'I'AHAN
DAERAH PROI4NSI

I'PT BA.PEf,DA TAiA
ttDI,EG

UPI B^PETDA TATA
TIDUI{G

PROGRAM PENGEI'I,A]4N PEI{DAPATAN

237 PROGRAM PENGEI'I.\ PENDAPAAAN
DAERAH

iRoGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTA1IAN DAET{AH PROI'INSI

234 PROGRAM PENUNJANO URUSAN
PEMERINfA}TAN DAERAH PROVINSI

BKI' AKD PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTATIAN DAERAH PROVINSI

239 PROCRAM
KEPECAWAIAN DAERAI]

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH



ro PROGiA.U RPJUD 2021-2025 PERAIIGXAT DAERAH PE'ATGiI<-AT DAERAII PROGRAX P.RIiPD 2OX

?.10 PROCRAM PENUNJ.\NG URUS$
PEMERIT.ITAH DAERAH PROVINSI

BPSDlil BPSD PROGR\\I PENUNJAJ{G URUSAII
PEMERINTAHAN DAERAH PROT"INSI

24t PROORAM I'ENqEMBANOAN AUN'BOK PROGRAM PENOEIVIBANOAN SUMBER DAIA
MANUSIA

242 PROGRAM PENI]N.'ANG TIRTJSAN

PEMERIMAHAN DAERAII PRO\1IISI
BADAIT PERBATAS II BADAIT PERBATAAAf, PROGRAM PENUN.IANG URUSAN

PEIVIERINTAHAN DAERAH PRO\,'II"Sl

243 PROGRAM PENGELOT.AAN PERBATASAN PROCRAM MLAYANAN PENCHTJBUNG

PROCRAM PENUN.IANG URUSATI
PEMERINTAHAN DAERAH PRO\'INSI

BAI'AT PEI|OIII'BI'f,G BADA,* PEIIG'IUBUNG PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIA}IAN DAERAH PRO!'INSI

245 PROGRAM PELAYANAN PENGHT'BUNG PROGRAM IENCELOL"d{N PDRBATASAN

246 PROCR,{M PENUNJANG URUSAIi
PEMERII{TAIIAN DAERAH

ITAPEKTORA' .APE*TORAT PROGRAM PENUNJANG URUSfu\
PEMERINIATIAN DAERAH PRO\TINSI

PROORAM PENYEI,ENOOARAAN
PENCAWASAN

PROGRAM PENYELENGCARAAN PENCAWASAN

218 PROQRAM PERUMUSAN KEBIJA(AN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

PROGRAM PDRUMUSAN KEBIJA(AN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

219 PROGRAMPENUNJANG URUSAN
PEMURINTAiLAN IJAORAH PROVINS1

BADAI XIABATGPOL BADAI XEAEAIIGPOL PROGRAM PENUNJANG URUSAiI
PEMERINTAHAN DAERA}I PROVINS1

250 PROGRAM PENCUATAN IDgOLOGI
PANCASIL"{ DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

PROGRAM PENOUATAN IDEOLOGI PANCA^SILA
DAN I{ARAIiTER KEBANGSAAN

251 PROGRAN,{ PENINGI{ATAN PERAN PARIAI
POLITII{ DAN LEMBAGA PtsNDIDIKAN
MEI,AIUI PENDIDI(AN PoLITI( DAN
PENCEMBANGAN ETiKA SER:I-A BUDAYA
PQIjTIK

MOGRAM MNINGKATAN IJERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDI(AN MEISLUI
PENDIDIKAN R)LITIK DAN PENGEMBANGAN
L-ruIA SERTA BUDAYA POLNIK

252 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENOAWASAN ORGANISASI
KEMASYARA(ATAN

PROCRAM PEMBEFDAYAAN DAN
PENGAWASCN ORGANIS'SI KEIIASYARAIqTAN

233 PROGRAM PEMBINAIN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

PROGRAM MMB1NAAN DAN PENGEMBANGAN
KSIAHANAN E]iONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FA,SILITA.SI PENANOANAN KONFLII(
sostAL

PROGRAM PDNINGXAIAN KD\YASPADAAN
NASIONA! DAN PEMNGKATAN KUAI,ITAS DAN
FASTLITASI PENANGANAN KO}IFLIK SOSIAL

255 PROGRAM PENI1AIAN KFSEHATAN
KSP/USP KOPERASI

256 PROCRAM PEI.\YANAN IZIN USATLA
SIMPAN PINJAM

257 PROGRAM PENOEI,I,\AN DAX
PENGEMBANGAN SlsTEM DRAINASE

257 PROGRAIU 24O PROGRAM

UFATA$ JUMLAH
TIIIGXAT

KO SISTEITSI {%}
TOTAL PROGRAII RPJMD 257 PR(rcRA!I

P-RKPD TAHUN 2024
24O PR(rcRA}I 1O7,OA"/o



DATA DI'I('TG KIITERJA
.MEIVIITGKATIIYA I{UA.LITAS DOIIIIUEI{ REITCAI{A DAIT IUPLEUEIITASI PEREITC.AITAAIS

PEUBAITGIIITAIT DAERAH'

IK, 2 : PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM DALAM RKPD TAIIUN BDRKDNAAN

T

TTNGKAT CA"PAIAIT (%}
NO.

PER.AI{GXAT DAERAH PROGRAM
KIITER.JA PREDIXAT

1 DII{AS PENDIDIXAIT DA.IT

KEBUDAYAA"TT
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 82,77%

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

59,940/0 R

100,00% STPROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISTONAI-

100,00% ST

PROGRAM PEMBINAAN SE.JARAH 100,00% ST

PROGRAM PELESTARIAN DAN
PENGELOL.{AN CAGAR BUDAYA

100,ooo/o ST

PROGRAM PENGELOLAAN
PERMIISET-IMAN

A9,55Yo T

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

100,00%

TCABDIN TARAI<AN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

100,00% STPROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH PROVINSI

201,O2vo STCABDI}I NUNUXAI{ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

100,00%
STPROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH PRO\1NSI

TCABDII{ KTT-MLIY PROGRAM PENGELOL,{A.N PENDIDIKAN

STPROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTA}IAN DAERAH PROVINSI tooyo

PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN 100,00%

STUPT TA}IAN BUDAYA

100,000/" STPROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAI.IAN DAERAH PROVINSI

STPROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 215,37voUPTD TEX. II{FORMASI

88,35%PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH PROVINSI

100,00%DINAS KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

III
IIIIII
III

a2,77yo

85%

T

2 ST



TIXGI{AT CAFAIAI{ (%)
NO,

PERANGXAT DAERAH PROGRAM
RII{ERJA PREDII(AT

STPROCRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

100,00%

PROGRAM PENINGI(ATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MA}iUSIA KESEHATAN

93,7 5o/o ST

SRPROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

s0,00%

loo,oo% STPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEI{ATAN

100,00% STRSUD JUSUF SK PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

100,o00/o STPROGRAM PENUNJANC URUSAN
PEMERIIIITAHAN DAERAH PROVINSI

100.00%DIIYAS PUPR & PERI M PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMEzuNTAHAN DAERAH PROVINSI

4635o/o TPROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AlR (SDA)

o,ooo/. SRPROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PEIIYEDIAAN
AIR MINI'M

o,oovo SRPROGRAM PENGEI,OLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

ST100,00%PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

R62,L70/oPROGRAM PEI.IYELENGGARAAN JAIAN

ST100.00%PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

77,74"/.PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

100,00% STPROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAIIAN

2a3so/o SRPROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

46,650kPROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

66,670/0
SPROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN

GAI.ITI KERUOIAN TANAH KELEB]}IAN
MATSIMUM DAN TANAH ABSEMEE

llt,llvo STPROGRAM PENINGKATAN
KETEMERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

4 SATPOL PP

ST100,00%PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PEI.IYEI,{.MATAN
KEBAXARAN DAN PENYET,AMATAN NON

100,00% STPROGRAM PENUNJANG URUS$I
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

88,890/o TPROGRAM PENANGGUL,ANCAN BENCANABPBD

IIII

III

II
T

T



TINGXAT CAPAJAtr IOIO)

PREDIXATKIITERJA
PERAITGTAT DAERAH PROGRAM

NO.

ST99,770/oPROGRAM PENL'NJ.ANG URUSAN
PEMEzuNTAHAN DAERAH PRO!'INSI

76,OOo/oPROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL6 DIITAS SOSIAL

SR15,00%PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

71,670/. SPROGRAM REHABILTTAS I SOSIAL

R63,69Y.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

560,000/o STPROGRAM PENANGANAN BENCANA

100%PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

ST100%UPT Paott Soalal Treana
Werdha Marga Rahayu

80%PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO\'INSI

ST100,ooo/oDISI{AKERTRATS PROGRAM PERENCANAAN TENAGA
KER,JA

7

t+4.89VoPROGRAM PELATIHAN KER.IA DAN
PRODUKTMTAS TENAGA KER.IA

ST101,47voPROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

s68,600/0PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tat,2|v"PROGRAM PENGAWASAN
KETENAGAKER.'AAI{

ST1Oo,00oloPROGRAM PENGEMBANGAN XAWASAN
TRANSMIGRASI

ST100,00%PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

ST118,89%PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANa DPPPAP2XB

100,00%PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMEzuMA}1AN DAERAH PROVINSI

134,600
STPROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

5l99,200kPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARCA

100,00%PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK

ST100,ooo/oPROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK IPHA)

III

II

I

T

T

ST

PROGRAM REHAB ILITASI SOSIAL

ST

ST



TTICXAT CAPAIAI| P/"1
KIITERJA PREDIKAT

PERAIIGXAT DAERAH PROGRAM
o.

ST1A2,O6vo

97 ,71vo STPROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA {KI})

STPROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
(Ks)

100,0o% STPROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAI-IAN DAERAH PROVINSI

UPT PERLINDU GAN
PER.EMPUAN DAIT AICAX

7134o/. SPROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

t7 ,94o/o

100,00%PROGRAM PENGELOI.AAN SUMBER DAYA
EKONOMI UMUK KEDAUI.ATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN

9 DINAS PERTAITIAIT DATT

KETAHAXAII PAITGAN

ST97,a7o/.PROGRAM PENINGXATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAXAT

ST100,00%PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN

o,ooo/o SRPROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN

135,690/r STPROGRAM PEI.ITED IAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

100,00% STPROGRAM PEI'IYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAI{ PRASARANA PERfANIAN

ST2O1,&OYoPROGRAM PENGENDAIIAN KESEHATAII
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VEIERINER

LO3,77"/.PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGUI-ANGAN BENCANA
PERTANIAN

SR0,00%PROGRAM PERIZINAN USAHA PERIANIAN

100,00% STPROGRAM PEIIYULUHAN PERTANIAN

100,00% STPROGRAM PENUNJANG IJRUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRO!'INSI

o,oo% SRPROGRAM PEI.IYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

UPTD LABORATORIUM
ITESWAIT DA]T TESUAVET

ST2|a,OOo/oPROGRAM PENGENDALIAN KESE1IATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

100,00%PROGRAM PENIINJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH PROVINSI

100,00% STPROGRAM Perencanaa, LINGKUNGAN
HIDUP

10 DLH

64,95YoPROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

IIII

II

III

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK

tot,19vo

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK

SR

ST

R
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iga2o2o pffiBi talima

(iga202o.pMinri.kalim

22
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IK.2 : PERSENTASE HASIL KAJIAN (PENELITIAN) YANG DIGUNAKAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DAERAH

No Daftar Riset Daerah Keterangan
Rumusan 

Rekomendasi 
Link Rekomendasi

1.
Penyusunan Buku Sejarah Provinsi 

Kalimantan Utara
Selesai ada bit.ly/kajianlitbang2024

2.
Potensi dan Sinergi CSR Untuk Percepata 

Pembangunan Daerah
Selesai ada bit.ly/kajianlitbang2025

3.
Penyusunan Profil Desa di Kawasan 

Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara
Selesai ada bit.ly/kajianlitbang2026

4.
Penyusunan Rencana Induk 

Pengembangan Geopark Batu Benau
Selesai ada bit.ly/kajianlitbang2027

5.

Survei Pemetaan Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan 

Provinsi Kalimantan Utara

Selesai ada bit.ly/kajianlitbang2028

6.
Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan 

Iptek Provinsi Kalimantan Utara
Selesai ada bit.ly/kajianlitbang2029

7.
Survey Pengukuran Kualitas Layanan 

Publik
Selesai ada bit.ly/kajianlitbang2030

8

Peningkatan Produksi Udang Windu 

(Implementasi Demplot (Demonstration 

Plot) Tambak Budidaya Provinsi 

Kalimantan Utara

Selesai ada bit.ly/kajianlitbang2031

DATA DUKUNG

"MENINGKATNYA FUNGSI PENYELENGGARAAN KELITBANGAN"



LAPORAN REALISASI F]SIK DAN KEUANGAN BAPPEDA DAN LITBANG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

9,O2 538.435.572,0O84,823.54s.895.s22,00 3.007.460.950,00PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI5.01.02
5,77 99.868.632,(x)95,332.136.830.862,00 2.036.952.230,00penyusunan Perencanaan dan Pendanaan5.01.02"1.01

1.152.085,00151.047.915,00 99,24152.200.000.00Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunans 01.02,1.01.0002
88,08 0,r4 6.367.600.0047.O52.400,OO53.420.000,00Pelaksanaan Konsultasi Publik5.01.02.1.01.0003

745.200,000,0515.800.000.00 15.054.800,00Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas5.01.02.1.01.0004
0,32 1.151.281,00106.552.862,00 105.401.581,00Pelaksanaan MusrenbanB Provinsi5 01.02.1.01.0005
5,16 90.452.456,009s,001.808.858.000,00 1.718,405.534,00Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan5 01.02.1.01.0006
1,00 108.729.974,00333.770.025,00 75,43442.500.000,00Analisis Data dan lnformari Pemerintahan Daerah Bidang5.01.02.1.02

14,27 0,56 54.483.238,00185,516.762,00250,000.000,00Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan lnformasi Percncanaan
44.246.7 36,OO17,O1 o,44192.500.000.00 148.2s3.2@,OOPenvusunan Prof il Pembangunan Daerah Provinsis 01.02,1.02.0004

L,9L 329.835.966,0055,88965.565.560,0O 535.728.594,00Pengendalian, Evaluasi dan Pelapotan Bidant Peren.anaan5.01.02.1.03
0,62 89,223.549,0069,82295.590.830,00 2a6.367 .28\,OOXoordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan5 01,02,1.03.0001

55,83 0,77 202.316.669,00255.683.161,00457.999.830,00Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala5 01.02.1.03.0003
82,02 0,52 38.296.748,00D 4.67a.252,O0212,975.000,00Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan5.01.02.1.03.0004
90,s9 14,30 495.068.795,005.262.295.786,0O 4.767.226.990,NPROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAANs.o1.03

5,15 200.384.590,0089,551.915.802.280,00 1.716.417.590,00Noordinasl Perencanaan Bidang Pemerintahan dan5.01.03.1.01
0,18 39.426.542,0058.598.458,00 59,7498.02s.000,00Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencartaan Pembangunan5 01.03,1.01.0001

10.300.000,0026.900.000,00 72,3737.200.000.00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan5.01.03.1.01.0002
93,14 0,32 7 .7 36.7 5l,00105.053.249,00112.800.000,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen5 01.03.1.01.0003

47.800.512,0084,72 0,76301.000.000,00 253.199.488,00Koordinasi Pelaksanaan 5inergitas dan Harmonisasi5 01.03.1.01.0004
0,15 7.955.011,00s6.750.000,00 48.794.989,00Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan5.01.03.1.01.0005
0,03 1.840.000,0011.660.000,00 86,3713.500.000,00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan5 01,03.1.01.0005

13.185,024,00122.970.97 6,OO 90,32136.155.000,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumens 01.03,1.01.0007
93,19 7 2.740.7 50,OO1.089.230.530,001.161,371.280,00Koordinasi Pelal(sanaan Sinergitas dan Harmonisasi

235.433.943,0085,49 4,521.7 42.715.582,00 1.507.281.639,00Koordlnasl Perencanaan Bidant Perekonomian dan sDA (Sumber5-01.03.1.02
0,50 s.866.785,0096,60172.387.150,00 166.520.365,00Koordinasi Penyu5unan Dokumen Perencanaan Pembangunan5 01.03.1.02.0001
0,05 60.400,0015.968.000,00 99,6215.028.400,00Asistensi Penyusunan Dokum€n Perencanaan Pembangunan5.01,03.1.02.0002

95,08 o,t7 2.864.200,0055.334.600,0058.198.800,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen5 01.03.1.02.0003
97,99 2,42 16.573.189,00805.749.103,00823.32-2.292 ,OOKoordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi5 01.03.1.02.0004

6.141.012,0096,32 0,48167.034.950,00 160.893.938,00Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunans.01.03.1.02.0005
0,06 193.810,0099,0219.836.810,00 19.643.000,00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembang!nan5 01.03.1.02.0006
0,22 2.043.146,0074.193.949,00 97,3276.237.095,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PenYusunan Dokumen5 01.03.1.02.0007

-M
I@r

I
T
TIIrII

IIIII
T

T
TTII

IT
TIII
TI
ITII
TIII
TII

I
TIIII

IT
TI

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
ANGGARAN

(Rp)

REALISASI
SISA ANGGARAN

(Rp)
Rp

1 2 3 7 8 10

o,45

95,24

98,92

5 01.02.1.02.0002

0,08

85,98

o,31

5.01.03.1.01.0008
3,27



50,71 0,62 201.691.401,00207.978.684,00409.670,085,00Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi5 01,03.1.02.0008
59.250.263,0{)96,30 4,611.543.527.661,00t.602.777.924,0OKoordinasl Perencanaan Bidang lnf.astruktur dan l(ewilayahan5.01.03.1.03

0,05 0,0017.500.000,0017.500.000,00Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunans.o1.03.1.03.0001
0.04 25.000,0099,8213.750.000,0013.775.000,00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan5 01,03.1.03.0002
o,20 9.602.446,0066.137.554,00 47,3275.740.000,00Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumens 01.03.1.03.0003

95,08 2,t7 37 .433.377 ,00723.a44.547,OO761.277.924,O0Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi5.01.03.1.03.0004
35.000,000,012.625.000,002.660.000,00Koordinasi Penyusunan Doku men perencanaan pembangunan

5 01,03.1.03.0005
0,04 50.000,0012.775.000,0012.825.000.00Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

5 01.03.1.03.0005
2.77 4.354,0O90,6729.750.000"00 26.97 5.646,OOPelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen5 01.03.1.03.0007

98,65 2,04 9.330.086,00679.919.914.00689.250.000,00Koordina5i Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi5 01.03.1.03.0008
56,89 11,38 2.87 4.012.275,OO3.792.630.890,006.566.643.165,00PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH5.0s.02

1.091.502.652,0070,42 7,AO2.598.872.348,003.590.475.000,00Penelitian dan Pengembangan Bidant Penyelenggaraan5.05.02.1.01
1,80 1.091.602.5s2,0070,422.598.872.348,003.690.475.000,00Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan5.05.02.1.01.0013
L,26 1.751.998.709,0O19,372.173.000.000,00 421.001.291,00Penelitian dan Pengembangan Bidant Ekonomi dan5.05.02.1.03

0,00 0,00 550.000.000,000,00550,000.000,00Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecildan
5 05.02.1.03.0001

t,26 1.201.998.709,00427.OOl.297,OO1.623.000.000,00Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan5.05.02.1.03.0002
2,32 30.410.914,0096,2L772.757.251,O0803.168.165,00Pentembangan lnovasi dan Teknologls.0s.02.1.04
7,37 22.562.122,OO95,28455.218.643,00477.7aO.765.O0Direminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan5 05.02,1.04.0003
0,95 7.848.792,0O97,59325.387.400.00 317.538.608,00Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan5 05.02.1.04.0004

44,66 2.97O.26A.074,OO14.882.836.541,00 83,3617.853.104.619,00PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAHx.xx.01
62,23 1.324.390.875,002.182.179.531,003.505.570.406,00Peren.anaan, Pentanggaran, dan Evaluasi l(inerja Perantkatx.xx.01.1.01

0,30 27.339.642,007A,4499.43A.247,00726.777.889,OOPenyusuna. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerahx xx.01.1.01.0001
0,39 14,056.790,0090,28130.582.563,00144.639.353,00Koordinasidan Penyusunan [.aporan Capaian Kineria danx.xx.01.1.01.0006
5,86 1.282.994.443 ,0060,343.235.153.154.00 1.952.158.721,00Evaluasi Kinerja perangkat Daerahx.xx.01.1,01.0007

88,34 24,05 1.05t.215.087,008.01s.790.975,009.074.006.062,00Administrasi Keuantan Perangkat Daerahx.xx.01.1.02
a9,62 22,77 876.625.087,007.569.270.975,008.445.896.062.00Penyediaan Ga.ii dan Tunjangan ASNx.xx.01.1.02.0001

181.590.000,001,34446,520.000,00628.110.000,00Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNx.xx.01.1,02.0002
0,98 153.350.618,0058,00325.924.382,00479.275.fi)o,00Administrasi Kepetawalan P€rangkat Daerahx.xx.01.1.05
0,10 2.075.000,0094,2536.075.000.00 34.000.000,00PenBadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannyax.xx.01.1.05.0002

12,76 0,37 47 .387 .299,OOt22.872.701,00170,200.000,00Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas danx.xx.01.1.05.0009
61,9s 0,51 103.888.319,00169.111.681,00273.000.000,00Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang-x.xx.01.1.05.0011

304.268.379,0087,47 6,372.124.154.904,002.42a.4XX.28r,OOAdministrasl Umum P€rantkat Daerahx.xx.01.1.06
0,00 8.490.000,00r,7 4150.000,008.640.000,00Penyediaan Xomponen lnstalasi Listrik/Peneran8an Bangunanx.xx.01.1.06.0001
7,32 6.076.460,009a,64446.643.460,00 440.567.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorx.xx.01.1.06.0002

s6,62 0,08 19.735.945,0025.7 67.31 5,OO45.497.320,00Penyediaan Peralatan Rumah Tanggax.xx.01.1.06,0003
65,96 0,60 103.363.3s1,00200.327.300.00303.690.551,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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0,81 51.388.352,00288.613.500,00 84,89340.001.852.00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaanx.xx.01.1.06.000s
0,00 2.340.000,001.620.000,00 40,913.960.000,00Penyediaan gahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undan8anx.xx.01.1.06 0006

86,84 2,t6 709.221.921,OO830.000.000.00 7 20.77 8.O7 9,OOPenyelenBgaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDx.xx.01.1.06 0009
99,19 t,34 3.6s2.3s0,00450.000.000,00 446.347.650,00Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisx.xx.01.1.05.0011

270.100,0099,89 0,73245.000.000,00 2M.729.900,NPentadaan Barang Milik Daerah Penuniant Urusan Pemeiintahx-xx.01,1,07
o,73 270.100,00244.729.900,O0 99,89245.000.000,00Pengadaan Meb€lx.xx.01.1,07,0005
4,38 105.816.629,001.458.430.739,00 9r,241.564.247.36t,00Penyediaan Jaea Fenuniant Urusan Pemedntahan Daerahx.xx.01.1.08

81,63 0,o2 1.800.000,008.000.000,009.800.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyuratx.xx.01.1.08.0001
8.235.701,009t,24 0,2694.O27.200,OO 85.791.499,00Penyediaan lasa (omunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikx.xx.01.1.08.0002

95.780.928,0093,44 4,091.460.420.168,00 1.364.639.240,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantorx.xx.01.1.08.0004
1,60 23.956.390,00531.616.110,00 95,69555.572.500,00Pemeliharaan Barant Milik Daerah Penuniang urusanx.xx.01.1.09
o,t2 2.452.700,0038.872.300,00 94,0441.335.000.00Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Eiaya Pemeliharaan dan Pajakx.xx.01.1.09.0001

97,24 1,33 12.398.040.00443.731.960,00456.130.000,00Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paiak danx.xx.01.1.09.0002
84,35 0,15 9.095.550,0058,107.500,00 49.011.850,00Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyax.xx.01.1.09.0006
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LKiIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI
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I LK,IP (LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH)

Pelaksanaan Asistensi Renja

Perangkat Daerah Tahun

2025

Pelaksanaan Asistensi Renja
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LKJIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH)

KETERANGAN DOKUMENTASI

Bimbingan Teknis Evaluasi

Renja Perangkat Daerah

Pelaksanaan Evaluasi Renja

PD
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LK,IP (LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH)

Pelaksanaan Penyelarasan

Perubahan RKPD Tahun 2024 t!

Pelakanaan Lomba Inovasi

Daerah
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I tKiIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH)

Pelaksanaan Kajian Potensi

dan Sinergi CSR Untuk

Percepata Pembangunan

Daerah

E E;s iE]E!
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Pelaksanaan Kajian -

Penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Geopark Batu

Benau

Pelaksanaan Kajian

Penyusunan Buku Sejarah

Provinsi Kalimantan Utara
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LK,IP (LAPORAN KINERJA INSTANSI
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URAIAN REGULASI DOKUMENTASI

RPJMD TAHUN 2021.2026 PERATURAN DAERAH
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PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 22

TAHUN 2024

RKPD TAHUN 2025
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IENCAI{A (ER'A PEMER TAH OATSAII (RKPD)

PiOVINSI KAIIMAI{TAI{ UIANA

TAHUN 2024
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PERATURAN
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TAHUN 2024
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LKiIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH)

Laporan IGA Provinsi Kalimantan Utara

tahun 2024

Laporan Pelaksanaan Lomba lnovasi

Daerah Provinsi Kalimantan Utara

tahun 2024
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Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024
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